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KATA PENGANTAR

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah mengamanatkan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara
menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. SPIP bertujuan untuk
memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan penyelenggaraan
pemerintahan negara mellaui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undnagan. Penyelenggaraan SPIP secara utuh juga

menggambarkan proses penerapan manajemen risiko.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) menghadapi berbagai ketidakpastian,
baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal. Ketidakpastian dalam
pencapaian tujuan dan sasaran inilah yang disebut dengan risiko. Pengelolaan
risiko diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan tercapai.

Laporan Manajemen Risiko Setjen Wantannas 2021 ini menyajikan informasi
terkait pengelolaan risiko kepada pemangku kepentingan yang dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan

serta umpan balik terhadap pelaksanaan manajemen risiko.

Jakarta, Februari 2022
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla
Laksamana Madya TNI
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur dalam Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 60 tahun 2008 dalam pasal 13 ayat 1 mewajibkan setiap pimpinan
instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko. Lebih lanjut dalam
pasal 2 menyebutkan penilaian risiko terdiri dari 2 tahap yaitu identifikasi
risiko dan analisis risiko. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
selaku penyelenggara SPIP telah menerbitkan Peraturan Sekretariat
Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional. Adapun Pengertian Sistem pengendalian Intern
antara lain : Nurmalia Hasanah, dkk (2016:131) mengatakan bahwa:
“Sistem pengendalian intern adalah suatu proses integral dari tindakan dan
kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk
memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan,
pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan peraturan
perundang-undangan”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem
Pengendalian Intern merupakan suatu proses yang didesain untuk
memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan
tujuan yang terdiri dari keandalan laporan keuangan, efektif dan efisien.
Dari pengertian tersebut diatas tentunya Sekretariat Jendral Dewan
Ketahanan Nasional kedepan diharapkan bisa  menciptakan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang handal,

efektif dan efisien.

B. Dasar Hukum
Pelaksanaan identifikasi risiko didasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem



Pengendalian Intern Pemerintah;

Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan
Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional;

Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-688/K/D4/2012 Tanggal 25 Mei
2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko Di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor:
Kep-87/Sesjen/Xl11/2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional;

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Pedoman Implementasi Manajemen Risiko
Pengawasan Internal Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional; dan

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional TA
2020-2024.

. Tujuan

Tujuan Penilaian Risiko pada Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan

Nasional adalah:

1.

Pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SPIP khususnya unsur
kedua yaitu unsur penilaian risiko pada tingkat instansi dan kegiatan;
Untuk mendapatkan register dan peta risiko pada tingkat tujuan instansi
dan kegiatan; dan

Sebagai bahan evaluasi pengendalian intern dalam implementasi SPIP.

. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penilaian Risiko di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan

Nasional meliputi seluruh bidang yang terdiri dari:

a.

®oo0o

Kedeputian Bidang Sistem Nasional;
Kedeputian Bidang Politik dan Strategi;
Kedeputian Pengembangan;

Kedeputian Pengkajian dan Pengindraan,;
Biro Umum;



f. Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan; dan
g. Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal
E. Metodologi Penelitian

Dalam melaksanakan penilaian risiko pada Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional pada tahap Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko
menggunakan data kuantitatif, teknik yang digunakan dalam memperoleh
register risiko adalah dengan sharing dan Focus Group Discussion (FGD)
yang melibatkan seluruh unit instansi Sekretariat Jenderal Dewan

Ketahanan Nasional.
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PROFIL BIDANG

A. Struktur Organisasi
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun struktur
organisasi Setjen Wantannas berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 30 Agustus 2016
tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional Nomor: 1.1101.30013101 tanggal 31 Januari 2000 tentang
Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional. Secara garis besar struktur organisasi Setjen Wantannas adalah

sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

STRUKTUR ORGANISASI SETJEN WANTANNAS \
SEKRETARIAT
JENDERAL

STAF STAF STAF
AHLI AHLI AHLI
BIDANG BIDANG BIDANG
EKONOM SOSBUD HANKAM BIRO UMUM BIRO POK BIRO PSP |

ﬁ DEJIANDRA DEPOLSTRA DEBANG

B. Visi dan Misi Setjen Wantannas

Visi Setjen Wantannas mengacu kepada visi Presiden Republik Indonesia:
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”.
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Untuk mendukung Visi tersebut presiden menetapkan Misi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

6. Penegakan sistem hukum vyang bebas korupsi, bermartabat dan

terpercaya;

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi

seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Wantannas sebagai Lembaga Pemerintah yang berperan dalam gerakan
Pembinaan Ketahanan Nasional harus memiliki visi yang mendukung
pencapaian Visi dan Misi Presiden sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN

2020-2024. Oleh karena itu, Wantannas menetapkan visi:

“Dewan Ketahanan Nasional yang andal, profesional, inovatif, dan
berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden
untuk meweujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan

berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi yang disesuaikan dengan tugas dan
fungsi Wantannas. Misi merupakan penjabaran dalam mendukung visi
Wantannas. Adapun misi Wantannas sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang
cepat, akurat, dan responsive kepada Presiden dan Wakil Presiden
dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintah negara.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana

lembaga Dewan Ketahanan Nasional



C.

D.

Strategis Wantannas

Sasaran strategis yang ditetapkan harus merupakan ukuran pencapaian dari
tujuan Wantannas dan Setjen Wantannas, dan merupakan outcome dari
semua program. Sasaran strategis ditujukan untuk mendukung terlaksananya
pembangunan nasional. Oleh sebab itu, Wantannas menetapkan Sasaran
Strategis sebagai berikut:

Terbinanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam
rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan

berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Sesuai dengan sasaran strategis diatas, maka untuk mengukur keberhasilan

tercapainya sasaran tersebut, terdapat indikator sebagai berikut:

1. Persentase rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional yang
disiapkan untuk bahan Sidang Dewan,;

2. Persentase rumusan saran tindak ketahanan nasional yang tangguh dan
dinamis yang ditindaklanjuti;

3. Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur pembangunan nasional
yang dilaporkan;

4. Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur kondisi kehidupan
nasional yang dilaporkan; dan

5. Persentase rancangan kebijakan dan strategi aksi Bela Negara dalam
rangka pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang
dilaporkan.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis kedua: “Terwujudnya

Wantannas yang efektif dan efisien”, terdapat indikator sebagai berikut:

1. Indeks RB;

2. Nilai SAKIP;

3. Opini BPK; dan

4. Jumlah penyelenggaraan Sidang Dewan.

Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Keputusan Presiden Rl Nomor 101 tahun 1999 tentang Dewan
Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional,

Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan
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strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk
menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia, yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku

Ketua Dewan Ketahanan Nasional.

1. Deputi Bidang Sistem Nasional, mempunyai tugas membantu Setjen
Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis, dan
perumusan sistem nasional dan penjabarannya ke dalam sub-sub
sistemnya dalam rangka pembinaan ketahanan nasional. Deputi Bidang
Sistem Nasional mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta
dalam negeri dan instansi pemerintah luar negeri dalam rangka
penyusunan bahan Sistem Nasional (Sisnas);

b. Pengumpulan dan pengolahan bahan dan/atau data dari dalam dan
luar negeri dalam rangka perumusan Sisnas dan penjabarannya ke
dalam sub-sub sistemnya; dan

c. Pemantauan kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan

ketahanan nasional.

2. Deputi Bidang Pengkajian dan Pengindaraan, mempunyai tugas
membantu Sesjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan,
evaluasi, analisis, perumusan peluang, kendala serta kecenderungan
lingkungan strategis nasional, regional dan internasional dalam rangka
pembinaan ketahanan nasional. Deputi Bidang Pengkajian dan
Pengindraan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan dan penyelenggaraan pengkajian dan penginderaan
strategis nasional, regional dan internasional;

b. Penyiapan dan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi
pemerintah dan swasta dalam negeri dan instansi pemerintah luar
negeri atas nama Sesjen Wantannas dalam rangka penyusunan
pengkajian dan penginderaan strategis;

c. Penyusunan perkiraan keadaan strategis nasional, telaahan strategis
nasional dan rancangan apresiasi strategis nasional yang selanjutnya
disebut Kirstranas, Telstranas dan Apstranas;

d. Perumusan hasil pengkajian berupa peluang dan kendala; dan
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e. Perumusan hasil penginderaan strategis berupa kecenderungan.

3. Deputi Bidang Politik dan Strategi, mempunyai tugas membantu Sesjen
Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis dan
perumusan politik dan strategi nasional serta rencana kontinjensi dalam
rangka pembinaan ketahanan nasional dan menghadapi krisis nasional.
Deputi Bidang Politik dan Strategi mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyiapan dan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi
pemerintah dan swasta dalam negeri dan instansi pemerintah luar
negeri atas nama Sesjen Wantannas dalam rangka penyusunan bahan
politik dan strategi nasional, kebijakan dan strategi nasional serta
rencana menghadapi kontinjensi nasional;

b. Pemantauan kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan
ketahanan nasional;

c. Penyusunan perkiraan batas toleransi risiko pembangunan nasional;

d. Pengumpulan, pengkajian bahan dan perumusan Politik Nasional,
Strategi Nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan
negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan-kesatuan serta
kelangsungan hidup bangsa dan negara dan Rencana Kontinjensi; dan

e. Perumusan konsepsi strategi pemanfaatan forum kerja sama regional

dan global.

4. Deputi Bidang Pengembangan, mempunyai tugas pelaksana sebagian
tugas dan fungsi Setjen Wantannas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas. Fungsi dari Deputi
Pengembangan adalah
a. Penyiapan dan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi
pemerintah dan swasta dalam negeri dan instansi pemerintah luar
negeri atas nama Sesjen Wantannas dalam rangka pengamatan,
evaluasi, analisis dinamika segenap aspek kehidupan nasional dan
pelaksanaan pembangunan nasional,

b. Pengukuran kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan
ketahanan nasional;

c. Pengukuran hasil pembangunan nasional dan mengevaluasi

penyimpangan yang terjadi;
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d. Perumusan pemecahan masalah krusial mendesak bidang ekonomi,
sosial budaya, hukum dan perundang-undangan serta hankam;
e. Perumusan mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara dalam

rangka menanggulangi dan merehabilitasi krisis nasional.

Staff Ahli Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pengamatan,
menelaah, memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah
secara konseptual mengenai ekonomi kerakyatan yang berkaitan dengan

ketahanan nasional atas petunjuk Sesjen maupun atas inisiatif sendiri.

Sahli Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengamatan,
menelaah, memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah
secara konseptual mengenai dinamika masyarakat yang plural dan
heterogen yang berkaitan dengan ketahanan nasional atas petunjuk

Sesjen maupun atas inisiatif sendiri.

Sahli Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, menelaah,
memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah secara
konseptual mengenai hukum ketatanegaraan yang berkaitan dengan

ketahanan nasional atas petunjuk Sesjen maupun atas inisiatif sendiri.

Sahli llmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan
pengamatan, menelaah, memberikan pertimbangan dan saran
pemecahan masalah secara konseptual mengenai pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi terapan yang berkaitan dengan ketahanan

nasional atas petunjuk Sesjen maupun atas inisiatif sendiri.

Sahli Pertahanan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan
pengamatan, menelaah, memberikan pertimbangan dan saran
pemecahan masalah secara konseptual mengenai pertahanan dan
keamanan rakyat semesta yang berkaitan dengan ketahanan nasional atas

petunjuk Sesjen maupun atas inisiatif sendiri.

Biro Umum, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan
dan protokol, kepegawaian dan hukum, serta perlengkapan. Dalam
melaksanakan tugas, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Pengelolaan persuratan, kearsipan, keprotokolan, pengamanan, dan

ketatausahaan pimpinan;
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11.

12.

b. Pengelolaan mutasi dan administrasi kepegawaian, disiplin dan
pengembangan pegawai, serta penyusunan peraturan perundang-
undangan dan bantuan hukum;

c. Pengelolaan pengadaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara;
dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal

Dewan Ketahanan Nasional.

Biro Perencanaan Organisasi dan Keuangan, mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, penataan
organisasi dan tata laksana serta pengelolaan keuangan. Dalam
melaksanakan tugas, Biro Perencanaan Organisasi dan Keuangan
menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan, sinkronisasi, dan harmonisasi rencana, program, kinerja
dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional;

b. Penataan dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan serta
fasilitasi program reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional;

c. Pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan, verifikasi, akuntasi dan
pelaporan keuangan;

d. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana,
program, kinerja, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan
kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal

Dewan Ketahanan Nasional.

Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan persidangan, hubungan masyarakat,
hubungan kelembagaan, hubungan media dan publikasi, dokumentasi dan
layanan perpustakaan, pengelolaan sistem informasi, serta pengawasan
internal. Dalam melaksanakan tugas, Biro Persidangan, Sistem Informasi
dan Pengawasan Internal menyelenggarakan fungsi :

a. Fasilitasi pelaksanaan persidangan, penyiapan naskah persidangan

dan penyusunan risalah persidangan;
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b. Pelaksanaan hubungan masyarakat, kelembagaan, media dan
publikasi serta pemberian dukungan administrasi kerja sama;
Pelaksanaan dokumentasi, dan layanan perpustakan;

c
d. Pengelolaan sistem informasi;

e. Pelaksanaan urusan pengawasan internal; dan
f

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Setjen Wantannas.

E. Kegiatan Utama
Sesuai dengan dengan tujuan Setjen Wantannas terwujudnya kondisi
ketahanan nasional dalam rangka menjamin keselamatan, kelangsungan
hidup bangsa dan negara dari ancaman kedaulatan, persatuan, dan kesatuan,
berikut kegiatan yang diadakan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional demi mencapai misi dan tujuan tersebut:
1. Perumusan Kebijakan Sistem Nasional;
2. Perumusan Kebijakan Politik dan Strategi;
3. Perumusan Kebijakan Penginderaaan dan Perkiraan Ancaman,;
4. Perumusan Kebijakan Evaluasi Implementasi dan Risiko Pembangunan;

dan

5. Perumusan Pertimbangan dan Saran Kebijakan Terkait Keahlian Tertentu.

Sedangkan dalam tujuan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

terwujudnya kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas yang efektif dan

efisien, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional menjalankan

kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan;

2. Pengelolaan Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal;
dan

3. Pengelolaan Internal Perkantoran dan Kepegawaian.

Seluruh kegiatan diatas pada dasarnya mendukung visi dan misi yang
tertuang dalam Renstra Setjen Dewan Ketahanan Nasional 2020-2024.
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BAB Il
PENILAIAN RISIKO

A. PENETAPAN KONTEKS DAN TUJUAN
Penetapan konteks bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis
organisasi sebagai lingkungan tempat manajemen risiko akan diterapkan.
Dalam proses ini diidentifikasi pihak-pihak yang paling berkepentingan dengan
proses penerapan manajemen risiko, ruang lingkup dan tujuan proses, kondisi
yang membatasi, serta hasil yang diharapkan dari penerapan manajemen
risiko.
Langkah-langkah dalam penetapan konteks adalah:
1. menetapkan konteks eksternal-internal,
2. menetapkan konteks manajemen risiko; dan

3. menetapkan kriteria penilaian risiko.

Penetapan konteks mengacu pada Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan

Ketahanan Nasional yang berlaku pada manajemen risiko dilakukan. Berikut

ukuran penetapan kriteria pada penilaian risiko:

1. Skala Dampak Risiko
Kriteria dampak sebelum melakukan penilaian risiko dimulai, beberapa hal
yang perlu disiapkan terlebih dahulu, yaitu meliputi penetapan kriteria dan
skala dampak. Pihak jajaran tingkat atas manajemen merumuskan skala
dampak terlebih dahulu sebelum proses penilaian risiko dilakukan sesuai
dengan kebutuhan instansi. Aspek yang dapat dijadikan pertimbangan
kriteria kemungkinan dan dampak antara lain adalah reputasi organisasi,
kerugian finansial, berhentinya pelayanan, kerugian pihak Kketiga,
kerusakan lingkungan, dan bahkan terhambatnya/kegagalan pencapaian
tujuan organisasi. Kerangka kemungkinan dan dampak dapat dilihat pada
tabel berikut:
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Tabel 3.1
Skala Dampak Risiko Setjen Wantannas

Level SKALA Keterangan

Tidak mempengaruhi

1 Sang_at efisiensi dan efektifitas Tidak r_nenl_mbull_<an
Kecil . .. . kerugian finansial
tujuan organisasi/kegiatan
Sedikit mempengaruhi Sedikit menimbulkan
2 Kecil efisiensi tujuan kerugian finansial (<10
organisasi/kegiatan Juta Rupiah)
Berpengaruh pada : . :
& Sedang efFi)sier?si tujupan Kerugian Flnan§|al
. . 10<30 Juta Rupiah)
organisasi/kegiatan
Berpengaruh pada
4 Besar kualitas pencapaian tujuan Kerugian Finansial
organisasi dan atau 30<50 Juta Rupiah
kegiatan
Sangat tujizr:\gsrtgr;]r?ir:;;r:jgaann;?;u Kerugian Finansial lebih
Besar dari 50 Juta Rupiah

kegiatan

2. Skala Kemungkinan/Probabilitas
Ukuran kemungkinan terjadinya risiko berdasarkan probabilitas, frekuensi
kejadian maupun expert judgement. Skala penilaian kemungkinan yang
dipergunakan dalam penilaian risiko pada Setjen Wantannas
menggunakan skala 5 (lima) dengan deskripsi sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skala Kemungkinan/Probabilitas
Level SKALA Keterangan
1 Sangat Jarang Dipastikan akan sangat mungkin terjadi
2 Jarang Kemungkinan kecil dapat terjadi
; Kadang- Sama Kemungkinan antara terjadi atau tidak
kadang terjadi
4 Sering Kemungkinan Besar dapat terjadi
Sangat Sering Dipastikan akan sangat mungkin terjadi

14



3. Skala Risiko

Matrik risiko yang digunakan dalam penilaian risiko pada Setjen Wantannas

sesuai dengan Peraturan Sesjen Wantannas No 18 Tahun 2016 Tentang

Pedoman Implementasi Manajemen Risiko Pengawasan Internal di

Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasioanl adalah 5 x 5

dengan deskripsi sebagai berikut:

a. Tingkat risiko sangat tinggi = Area berwarna merah
Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat
sering hingga kadang-kadang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari
sangat besar hingga cukup besar. Batas tertinggi nilai risiko adalah 25
(probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya sangat besar = 5)
dan batas terendahnya adalah 15 (probabilitasnya kadang-kadang = 3,
dan dampaknya cukup besar = 5 atau probabilitasnya sangat sering = 5

dan dampaknya cukup besar = 3).

b. Tingkat risiko sedang = Area berwarna kuning
Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat
sering hingga sangat jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari
sangat kecil hingga sangat besar. Batas tertinggi nilai risiko adalah 9
(probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya cukup besar = 3)
dan batas terendahnya adalah 5 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan
dampaknya sangat kecil=1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan

dampaknya sangat besar = 5).

c. Tingkat risiko rendah = Area berwarna hijau
Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sering
hingga sangat jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari besar
hingga sangat kecil. Batas tertinggi nilai risiko adalah 4 (probabilitasnya
sering = 4, dan dampaknya sangat kecil = 1 atau probabilitasnya sangat
jarang = 1 dan dampaknya besar = 4) dan batas terendahnya adalah 3
(probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya sangat kecil=1

atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya sedang = 3).
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Tabel 3.3
Skala Penilaian Risiko

sel|igeqold

DAMPAK

4. Selera Risiko / Risk Appetite
Risk appetite (selera risiko) adalah suatu tingkatan dari sekelompok risiko
dimana organisasi akan menerima dan dapat mengelola dalam suatu
periode tertentu. Dengan kata lain, risk appetite adalah sejumlah risiko
dalam organisasi yang akan diterima dalam rangka pencapaian misi atau
visi. Hal itu mencerminkan sikap organisasi terhadap risiko dan akan

mepengaruhi budaya dan gaya pengoperasian organisasi tersebut.

Batas pengelolaan risiko pada lingkungan Setjen Wantannas berada pada
ambang area risiko sangat tinggi atau pada angka 15 ke atas. Dengan kata
lain risiko yang mempunyai nilai tersebut atau yang berada pada area risiko
sangat tinggi mendapatkan prioritas penanganan/waijib dilakukan rencana

tindak pengendalian untuk meminimalisir risiko tersebut.

B. Identifikasi Risiko
Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang
berpotensi menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya sasaran
Unit Pemilik Risiko yang ada dalam organisasi. Proses ini dilakukan dengan
cara mengidentifikasi lokasi, waktu, sebab dan proses terjadinya peristiwa
risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya

sasaran.
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Berdasarkan hasil identifikasi dengan menggunakan teknik kajian terhadap
dokumen-dokumen, FGD pada kelompok struktural dan fungsional diperoleh
201 risiko beserta dampaknya. Risiko yang berhasil diidentifikasi didapatkan
atas dasar risiko dari setiap bagian yang dikembangkan sesuai dengan

dampak masing-masing risiko.

. Hasil Analisis dan Evaluasi Risiko

Langkah selanjutnya setelah tahap identifikasi risiko adalah analisis risiko.
Analisis risiko dilakukan untuk memisahkan risiko tingkat rendah dengan risiko
tingkat tinggi. Analisis risiko dapat dilakukan jika sudah diketahui seberapa
sering peluang terjadinya dan seberapa besar pengaruh dampaknya. Untuk

mengetahui hal tersebut Tim melakukan penilaian dengan menggunakan FGD.

Setjen Wantannas memiliki 199 risiko dan dampak yang tersebar pada masing-
masing bagian pada unit kerja Setjen Wantannas.Secara lengkap sebaran
area risiko berdasarkan kelompok risiko untuk masing-masing area dapat

dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.4
Analisis Risiko

Level / Area Banyaknya Risiko Jenis Risiko Sebaran
Risiko pada Area Risiko
Strategis
SDM
Sistem Prosedur
Sarana dan
Sangat Rendah 27 Prasarana
Pengawasan
Prog danPelaporan
Opr dan Keuangan
Non Pengawasan

PFRPWW O ©§ O

Strategis
SDM
Sistem Prosedur

Rendah 37 Sarana dan
Prasarana

Pengawasan
Pelaporan

Operasional

PP N OODN
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Sedang

Tinggi

Sangat Tinggi

Total

Strategis
SDM
Sistem Prosedur
Sarana dan
79 Prasarana
Pengawasan
Prog danPelaporan
Opr dan Keuangan
Non Pengawasan

Strategis
SDM
Sistem Prosedur
Sarana dan
34 Prasarana
Pengawasan
Prog danPelaporan
Opr dan Keuangan
Non Pengawasan

Strategis
SDM
Sistem Prosedur
Sarana dan
22 Prasarana
Pengawasan
Prog danPelaporan
Opr dan Keuangan
Non Pengawasan
199
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Gambar 3.1
Peta Risiko

Risiko Sangat Risiko Sangat Tinggi
Rendah 11%, 22 Risiko

13%, 27 Risiko

Risiko Tinggi

Risiko Rendah 17%, 34 Risiko
19%, 37 Risiko

Risiko Sedang
40%, 79 Risiko

Seluruh pernyataan risiko yang diperikirakan telah dianalisis tindak lanjutnya
dan dituangkan dalam matriks terlampir.
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BAB IV
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Proses penanganan risiko bertujuan menentukan jenis penanganan yang efektif
dan efisien untuk suatu risiko. Penanganan risiko dilakukan dengan
mengidentifikasi berbagai opsi penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan
opsi penanganan risiko yang terbaik yang dilanjutkan dengan pengembangan
rencana mitigasi risiko. Status risiko menunjukkan prioritas risiko yang akan
ditangani. Semakin tinggi status risiko, maka penanganannya harus diprioritaskan.

Demikian juga sebaliknya, semakin rendah status risikonya, maka penanganan

atas risiko tersebut bukan menjadi prioritas utama, bahkan dapat diabaikan.

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara internal, maka hanya risiko

yang bernilai “sangat tinggi” yang menjadi prioritas penanganan risiko. Unit Pemilik

risiko mengambil langkah/rencana tindak pengendalian. Tujuannya untuk
mengimplementasikan rencana penanganan risiko sehingga risiko residual sesuai
dengan yang diharapkan. Implementasi penanganan risiko seharusnya:

a. memastikan penanggung jawab, jadwal, outcome yang diharapkan, anggaran
dana, pengukuran kinerja dan proses revieu telah berjalan sesuai dengan
rencana;

b. mencakup mekanisme untuk menilai dan memonitor efektivitas langkah
penanganan risiko; dan

c. mendokumentasikan hasil dan hambatan serta jalan keluar dalam

implementasi penanganan risiko.

A. Penanganan Risiko Prioritas

Tabel 4.1
Penanganan Risiko Prioritas

Uraian Risiko Rencana Tindak Pengendalian

Tema kajian sudah sering dibahas | SOP Penetapan Judul

Narasumber yang diundang tidak hadir | SOP Undang Narasumber

Narasumber yang mewakili kurang | SOP Undang Narasumber Kajian
kompeten | Dinamis

Saran tindak lanjut kedaluwarsa | Komunikasi dgn K/L terkait

Isu kajian kehilangan momen | SOP Penentuan Tema Kirpat

Keterbatasan pembiayaan narasumber | Penyesuaian honor narasumber
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Narasumber yang mewakili kurang
kompeten

SOP Kirpat

Keterlambatan penyelesaian perkiraan
cepat

SOP Kirpat

Dukungan pihak terkait minim

SOP Kajian Daerah

Kekurangan data dan informasi daerah

SOP Pengumpulan Data dan
Informasi Daerah

Rekomendasi ke daerah kurang tajam

SOP Kajian Daerah

Instrumen pemantauan kurang baik

Komunikasi dan kerjasama pakar

Pemda menilai kegiatan tidak urgen

Komunikasi dgn Forkompimda dan
OPD

Kekurangan data dan informasi daerah

Komunikasi dgn Pemda dan Pakar

Target peserta tidak tercapai

Komunikasi dgn Panitia Pemda

Komitmen Pemda dalam pelaporan
kurang optimal

Komunikasi dgn Forkompimda dan
Pemda

Laporan dari daerah terlambat

Komunikasi Tim Pemantauan (pusat
dan daerah)

Tema kajian kurang fokus

Komunikasi dgn pihak ketiga

Keterlambatan penyelesaian kajian

Keterbatasan SDM dan sarana

Data dan informasi kurang mutahir

Komunikasi dgn para Peneliti

Rekomendasi kajian kurang tajam

Dukungan para Peneliti

Nilai LAKIP rendah

Koordinasi dengan unit terkait

Pelaksanaan Evaluasi SAKIP tidak
maksimal

Pembuatan Juknis Evaluasi SAKIP

B. Penanganan Risiko Non Prioritas
Penanganan pada risiko diluar risiko “sangat tinggi” tetap direncanakan sebagai
berikut:
Tabel 4.2

Penanganan Risiko

Uraian Risiko

Rencana Tindak Pengendalian

Kelebihan narasumber yang diundang

Melakukan wasdal dalam proses
perencanaan.

Keadaan Darurat (Bencana,
Kecelakaan, Kerusuhan dll)

Mengajukan perubahan sasaran
kegiatan/ Revisi RKA

Kesadaran Unit Kerja untuk
penyusunan laporan kinerja masih
rendah, Pemahaman Unit tentang target
kinerja masih minim

Koordinasi dengan unit kerja lain
terkait deadline pengumpulan laporan
kinerja dan anggaran

Terlambatnya pengajuan usulan
kegiatan dari masing-masing unit kerja

Setiap masing-masing unit kerja
mengajukan usulan kegiatan secara
sesuai atau tepat waktu dengan yang
telah ditentukan dan bagian
perencanaan melakukan follow up
sebelum mendekati deadline
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Kompetensi SDM yang belum memadai

Penambahan Kompetensi melalui
diklat Auditor (Rencana Tindak
Pengendalian 2019 yang tidak
terlaksana)

Disposisi penunjukan yang tidak tepat

Membuat surat permohonan data
terkait dengan isu yang dibahas
terhadap instansi yang diundang

Hasil kajian yang disampaikan sudah

Menentukan deadline setiap produk

tidak up to date | kajian
Bencana alam, kecelakaan, kerusuhan, | Mengajukan perubahan sasaran
dil. | kegiatan

Belum adanya standar yang jelas untuk
Kerangka Acuan Kerja yang sesuai

Melakukan pengecekan secara
berkala setiap pengajuan Kerangka
Acuan Kerja dari masing-masing unti
kerja

Nilai IACM tidak mengalami
peningkatan

Rencana Aksi 2020

Audit Kinerja belum sesuai standar

Penyusunan Pedoman Audit Kinerja

Assesment Internal SPIP tidak Objektif

Peningkatan kompetensi APIP melalui
diklat Maturitas SPIP / PKS

Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE) tidak berjalan maksimal

Melakukan pelatihan dan sosialisasi
aplikasi LPSE
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BAB V
KESIMPULAN

Peta Risiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang dilakukan dalam lingkup
organisasional yaitu pada penetapan kinerja. Berdasarkan perhitungan hasil
penilaian risiko yang didapatkan melalui data kuantitatif, dapat disimpulkan bahwa
masih ada risiko yang berada pada di level sangat tinggi dalam tabel 4.1, namun
UPR (Unit Pemilik Risiko) telah mendesain rencana tindak pengendalian.

Untuk menunjang keberhasilan manajemen risiko diperlukan tahap monitoring dan
reviu bertujuan mengantisipasi perubahan risiko yang bersifat mendadak dan
persistent baik pada tingkat risiko maupun arah risiko yang berdampak negatif
pada profil risiko. Proses monitoring dan reviu dilakukan dengan cara memantau
efektivitas rencana penanganan risiko, strategi, dan sistem manajemen risiko.
Selain itu manajemen bersama APIP akan bekerja sama dalam mengevaluasi dan
terus mengembangkan manajemen risiko. Pemahaman manajemen risiko
memungkinkan manajemen untuk terlibat secara efektif dalam menghadapi
ketidakpastian atas risiko dan peluang yang terkait dan meningkatkan kemampuan
organisasi untuk memberikan nilai tambah bagi Setjen Wantannas.
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No Pernyataan Risiko Jenis Risiko Penyehab Probabilta Konsekuensi| Nilai Risiko | Tingkat Risikn | Identifikasi Pengendalian Perbaikan Pengendalian dJadwal RE"FEHE Ket.
Internal Eksternal 5 Waktu | Pembiayaan
| /i 3 4 a B 7 8 = (Bx7) g 10 I 12 13 14
Deputi Sisnas
Kajian Dinamis
| |Tema kajian sudah sering dibahas StF?I.tEJIk/ Perubahan tema sgtelah 2 g 10 Sedang  |Mekanisme penentuan judul SOP Penetapan Judul
kebijakan:  |proses penentuan judul
2 [Kekurangan narasumber yang diundang Operasional |Keterbatasan jejaring 2 3 B Sedang  |Database narasumber Integrasi database narasumber
3 |Keterbatasan pembiayaan narasumber Finansial  |Keterbatasan keuangan 3 4 12 Sedang  |Penyesuaian honor Penyesuaian honor narasumber
4 |TOR/tema kurang fokus/jelas Operasional | Komunikasi dengan pakar 3 a 1a Sangat Tinggi |Tata cara menghubungi pakar  |Komunikasi lebih intens dengan pakar
a [Narasumber yang diundang tidak hadir Operasional |Proses pengundangan ) a 10 Sedang  |Prosedur pengundangan SOP Undang Narasumber
B |Narasumber yang mewakili kurang kompeten | Operasional |Proses pengundangan 2 4 8 Sedang  |Kriteria narasumber SOP Undang Narasumber Kajian Dinamis
7 |Kekurangan data dan informasi Operasional |Komunikasi pengundangan 3 4 12 Sedang  |Tatacara koleksi datin SOP Undang Narasumber
8 |Saran tindak lanjut kurang tajam Kepatuhan  [Komunikasi dgn 3 3 g Sedang  |Tatacara susun saran tindak Komunikasi dgn K/L terkait
9 |Saran tindak lanjut kadaluwarsa Kepatuhan  [Komunikasi dgn K/L Perghahaﬁlragu—lam b 2 g 10 Sedang Tat?nara susun saran indak Komunikasi dgn K/L terkait
sosial politik |anjut
|0 [Keterlambatan penyelesaian kajian Operasional  |Komunikasi pokja 3 3 g Sedang  |Tata kerja Pokia SOP Pokjasus/ Ramusmat
I |Naskah bahan prasidang kurang berkualitas | Operasional |Komunikasi rapat 3 g 1 Sangat Tinggi [Mekanisme rapat Komunikasi dalam rapat
Kajian Deteksi Dini
| Isu kajian kehilangan momen E;LTEEIJ(Z(: Prosedur susun Kirpat Perubahan sosial politik 2 g 10 Sedang  |Prosedur penentuan tema SOP Penentuan Tema Kirpat
2 |Kekurangan narasumber yang diundang Operasional  |Keterbatasan jejaring 3 ki q Sedang  |Database narasumber Integrasi database narasumber
3 |Keterhatasan pembiayaan narasumber Finansial |Keterbatasan keuangan 3 4 12 Sedang  |Penyesuaian honor Penyesuaian honor narasumber
4 [Narasumber yang diundang tidak hadir Operasional |Proses pengundangan 2 g 10 Sedang  |Prosedur pengundangan SOP Undang Narasumber Kirpat
3 |Narasumber yang mewakili kurang kompeten | Operasional |Proses pengundangan Vi a 10 Sedang  [Kriteria narasumber SOP Kirpat
B |Kekurangan data dan informasi Operasional |Komunikasi pengundangan 3 4 12 Sedang  |Tatacara koleksi datin SOP Undang Narasumber Kirpat
7 [Saran tindak lanjut kurang tajam Kepatuhan  [Komunikasi dgn ) 3 ] Sedang  |Tatacara susun saran tindak Komunikasi dgn K/L terkait
8 |Saran tindak lanjut kedaluwarsa Kepatuhan  [Komunikasi dgn K/L Perubahan sosial politik 2 g 10 Sedang  |Tatacara susun saran tindak Komunikasi dgn Narsumber & K/L terkait
9  |Keterlambatan penyelesaian perkiraan cepat | Operasional |Komunikasi pokja 2 g 10 Sedang  |Tata kerja Pokja SOP Kirpat
Kajian Daerah
_ , . . |Komunikasi dgn Pakar & 0 W
| |TOR/tema kurang fokus/jelas Operasional |Komunikasi dengan pakar 4 4 16 Sangat Tinggi Farkompimds Komunikasi lebih intens dan lebih dini




Stratejik/

Komunikasi dgn pihak ketiga

Komunikasi dgn pihak ketiga &

2 |Dukungan pihak terkait minim ) _ Perubahan sosial politik 2 g 10 Sedang _ SOP Kajida
kebijakan: | & Forkompimda Forkompimda
3 |Pakar yang diundang berhalangan hadir Operasional  |Komunikasi dgn pakar 3 3 g Sedang  |Komunikasi dgn pakar Komunikasi dengan pakar
o ) , Persiapan bahan diskusi ) o g .
4 [Saran dalam diskusi kurang berkualitas Operasional (oroses) 3 3 g Sedang  |Persiapan bahan diskusi (proses) |Komunikasi dengan panitia daerah
5 |Kekurangan data dan informasi daerah Operasiond Kumunlkasll dgn pihak ketiga 3 ; M Sedang K.umurnkam. dE|.1gan Pemdadan |SOP Pengumpulan data dan Informasi
& Forkompimda pihak terkait lainnya Daerah
B KESEpEkEtE,m dan komitmen duria usaha (perasional |Komunikasi dgn pihak ketiga 4 3 12 Sedang  |Komunikasi dgn pihak ketiga SOP Kajida
kurang optimal
Kesepakatan dan komitmen Pemda kurang , Komunikasi dgn Komunikasi dgn Forkompimda & .
1 wimal (perasional Farkompimda § 0D 4 3 12 Sedang OFD SOP Kajida
8 |Rekomendasi ke daerah kurang tajam Operasional |Komunikasi dgn pakar & -- 3 4 12 Sedang  |Komunikasi dgn pakar & OPD SOP Kajida
9 [Rekomendasi kedaluwarsa Operasional |Komunikasi dgn K/L Perubahan sosial politik ) a 10 Sedang  |Komunikasi dgn K/L SOP Kajida
10 [Naskah kurang berkualitas Operasional  |Komunikasi Tim Kajida 3 g 19 Sangat Tinggi [Komunikasi tim Kajida SOP Kajida
Pemantauan Kondisi Kefidupan Nasional
| |Instrumen pemantauan kurang baik Operasional EEE;leESI Blerjasama Vi a 10 Sedang  [Komunikasi & kerjasama pakar
o ) Stratejik/  [Komunikasi dgn Komunikasi dgn Forkompimda &
2 |Pemda menilai kegiatan tidak urgen \ebiiakan: | Forkompimda § OPD 3 4 12 Sedang 0P
3 |Pakar yang diundang berhalangan hadir Operasional Komurikesi dgn Panits 3 4 12 Sedang Komurikesi dgn Panita Pemda &
Pemda & Pakar Pakar
4 | Saran dalam diskusi kurang berkualitas Operasional | Desain pertemuan lemah 3 4 12 Sedang  |Mekanisme diskusi kurang efekiif
0 |Kekurangan data dan informasi daerah Operasional EZE;TII(ESI fgn Pemda & 3 4 12 Sedang  |Komunikasi dgn Pemda & Pakar
B |Target peserta tidak tercapai (perasional Ezzﬂzlkam fgn Panit 3 4 12 Sedang  |Komunikasi dgn Panitia Pemda
Komitmen Pemda dalam pelaporan kurang , Komunikasi dgn Komunikasi dgn Forkompimda &
1 _ (perasional _ Vi a 10 Sedang
optimal Forkompimda & Pemda Pemda
8 |laporan dari daerah terlambat Operasional Komunikes fim 2 ) 10 Sedang Komunikasi Tim Pemantauan
Pemantauan (pusat & (pusat & daerah)
Kajian Kerjasama
} Stratejik/ . ) . o 0 . .
| |Tema kajian kurang fokus \ebilakan: Komunikasi dgn pihak ketiga 4 4 16 Sangat Tinggi [Komunikasi dgn pihak ketiga
2 [Komitmen pihak ketiga kurang optimal Finansial  |Keterbatasan keuangan 3 4 12 Sedang  |Keterbatasan keuangan
3 |Keterlambatan penyelesaian kajian Operasional EE:ZT;ESEH SOM dan 3 g 15 Sangat Tinggi [Keterbatasan SOM dan Sarana
4 |Data dan informasi kurang mutahir Operasional |Komunikasi dgn para 4 4 16 Sangat Tinggi |Komunikasi dgn para Peneliti
g |Pakar yang diundang berhalangan hadir Operasional |Komunikasi dgn Pakar 2 4 8 Sedang  |Komunikasi dengan pakar




6 |Saran dalam seminar kurang berkualitas Operasional |Desain seminar lemah - 12 Sedang  |Desain seminar lemah
- . , Dukungan para Peneliti - -
T |Rekomendasi kajian kurang tajam Operasional lemah -- 1 Sangat Tinggi {Dukungan para Peneliti lemah
Ema
8 |Rekomendasi kajian kadaluwarsa Operasional | Komunikasi dgn K/L Perubahan sosial politik 0 Sedang  |Komunikasi dgn K/L
Komunikasi pokja dgn para Komunikasi pokja dgn para
3 |Keterlambatan penyelesaian kajian Operasional . Poa canp - 10 Sedang . Pa tan
Peneliti Peneliti
Deputi Polstra
Palitk Nasional
mudR Ell.lﬂllyﬂ ROTITOTITRA ST
* Kurangnya koordinasi | palik terkait kegiatan dari
= Konteks SOM tidak narasumber
| |Narasumber tidak memahami maksud kajian | Operasional |menmadahi » Level pemahan yang 8 Sedang
* Kurang pemahaman pada kurang dari narasumber
sasaran dan tujuan
; ® [idak memanan sasaran
= Kurangnya pengawasan - :
7 Narasumber tidak sesuai dengan bidang Doerasional |= K g yd Feng dan tujuan materi ; Rendah
keahlian perasiona urang d .anya = Tidak adanya koordinasi Endd
koomunikasi dua arah balik dari nara sumber
= Tidak adanya control balik {= Kurang informasi
3 |Data tidak valid Operasional |= Kurang adanya = Wawasan yang sempit dari 4 Rendah
pemahaman / wawasan _|nara sumber
= Kurang adanya = Tidak adanya tingkat
. penjelasan keterbukaan / jujur apa
Kurang adanya transparansi dalam , _ _ o
4 vangian materi Operasional  |= Kurang aktif adanya dalam penjelasan 16 Sangat Tinggi
PENYAITP berkoordinasi » Terlalu berhati - hati
® Tidak memnunvai ide / 1dalam menvamnaikan materi
Strategi Nasional
, , , = Kurangnya penjelasan | = Ketidaksiapan
Narasumber tidak sesuai dengan bidang , _ .
| _ Operasional |tentang sasaran tujuan narasumber dalam 16 Sangat Tinggi
keahlian . . .
keiatan pemberian materi
- ) = Surat undangan tidak ® Tidak terkonfermasi
Alat pengirim surat kepada narasumber tidak , . _ _
) _ Operasional |terkirim atau terlambat ~ |dengan baik terkait g Sedang
sesuai _
sampai undanaan kepda
= Kurangnya koordinasi
3 |Nara sumber tidak bisa hadir / berhalangan | Operasional d ,y = Narasumber diwakili 0 -
waktu kegiatan

Rencana Kontjensi




= [idak adanya arahan yang |~ T crnoUatE JUOUTYENG
Kesalahan tafsir dalam penjelasan dari Jlas terkait tjuan dan el iz
| b Per Operasional |sasaran * Kurangnya muatan data 16 Sangat Tinggi
narasumber -
= Tidak ada koordinasi pemdukung dari nara
serara intens sumber
» Kurangnya data * T1daK adanya miormasi
, , , pendukung baru
2 |Ketidak hadiran narasumber Operasional |~ (urang merespan « Tidak jelasnya sasarn dan 4 Rendah
kegiatan fujuan
) = TT0aK JETASTIy PETETasan
= Belum bisa menentukan | o
3 [byek sumber pengarah dari narasumber Operasiond ketepatan objek pembahan  |a \ikin pemahaman i Rendah
tidak jelas » Belum menentukan » Ngambang dalam
sasaran konsep pembahan pemberiaan materi
Deputi Jiandra
Kajian Siklis
Isu tidak dipersiapkan satu tahun ke d
st ,I 8 |ijr5|.ap an sat Tan ke Cepan Strategik/  |Isu perkiraan satu tahun Menggali issu sebanyak- ] o
| |sehingga terjadi pengulangan pembahasan ) 12 Sedang Selektif dalam memilih issu Wi
ateri kebijakan  |kedepan banyaknya
Jumlah narasumber
2 |Kualitas kajian kurang memadai, tidak optimal |~ Kepatuhan erbat 8 Sedang  [Mekanisme penentuan judul SOP Rakertas Wi
erbatas.
Kesiapan narasumber untuk
3 |Penyajian materi tidak komprehensip Kepatuhan hadirp g Sedang  |Prosedur pengundangan SOP Rakertas Wi
Kualitas narasumber
4 Rekomendasi kajian kurang strategis Kepatuhan ) o 12 Sedang  |Tatacara susun saran tindak Komunikasi dgn K/1 terkait Wi
urang sesuai tema
Kesulitan mencari narasumber pada kajian Indek honor narasumber
a berikut P J Finansial dibaah SEM 16 Sangat Tinggi [Penyesuaian honor honor narasumber sesuai SBM Wi
erikutnya ibawa
g |de-ide dan gagasan out of the box tidak Kepatuhan Suasana diskusi kurang : Sedan Suasana diskusi Menciptakan suasana diskusi yang Wi
muncul dari peserta P bersemangat d menyenangkan
Hasil kajian kurang mampu memecahkan Pendalaman Materi kuran
7 | Ii g mamp Kepatuhan eraali d baik g B Sedang  |Pengelolaan data kurang tepat ~ |Komunikasi tim pokja dengan narasumber | TW Il
masala ergali dengan bai
Kajian tidak ditindaklanjuti pimpinan atau K/L Perumusan kajian secara
8 N Jk " LY piP Kepatuhan bstantif k J berbobat 12 Sedang  |Rekomendasi belum sesuai SOP Pokjasus/ Ramusmat Wi
rkai substantif kurang berbobo
Kajian kurang dapat dipertanggungjawabkan Kekurangan data dan
g SEJEEIPEI akadgmisp Pertanggeng Operasional infurmasgi 12 Sedang  |Database narasumber Integrasi database narasumber TWHI




Mekanisme diskusi terganggu oleh hal-hal

Infrastruktur kurang
memadai, terutama

10 , (perasional i Sedang  |Koordinasi pelayanan SOP Pelayanan tehnis Wi
teknis kelengkapan peralatan
z00m meeting
Waktu penyusunan naskah Peserta lebih cepat dalam
I |Pokja bekerja melebihi waktu lembur Operasional PEny 12 Sedang _ p Mengefektitkan jam kerja pokja Wil
terbatas penyelesaian kajian
Dukungan kehadiran
- T , narasumber tidak Kurang koordinasi dengan _ o
12 |Terjadi pengulangan diskusi/ pembahasan Operasional _ _ g Sedang o Mengefektitkan waktu koordinasi Wil
berkorelasi dengan materi kedeputian lain
Rakor
Keterpaksaan menggunaan narasumber yan Stratejik/ Narasumber diarahkan sesuai
3. P % yang ) J Adanya perubahan isu baru B Sedang Evaluasi narasumber Wil
tidak relevan kehijakan; tema
Paparan dan penyelesaian
(utput rekomendasi Kajian tidak tepat wakt Waktu pembahasan tidak i
| Fu e I,]mEn ol E!Jlan ok fepat WaK Kepatuhan  |nasmik/ Surpres tidak B Sedang |, Sk pembanasan Adak sestal Mengefektifkan waktu sesuai jadwal Wi
sehingga tidak dapat digunakan jadwal
tepat wakiu
Kajian Dinaimis
Keterbatasan waktu untuk berkoordinasi Penetapan judul dan Suntor Peat v koordinsi
engaturan waktu koordinasi
| |sehingga kesulitan dalam menghadirkan Operasional |perlu koordinasi untuk 15 Sangat Tinggi | SOP Pengundangan Wi
. . kurang tepat
narasumber menetapkan kajian strateqis
Penggantian judul menyebabkan pengulangan
TOR d t b Stratejik/  |Adak judul d
2 pEnyusun.anl A PEnEtaparn narsim aru FE,I, i i Es?maamu 1 cengan g Sedang  |Mekanisme penentuan judul SOP Penetapan Judul Wi
serta Terjadi penggunaan anggaran melebihi |  kebijakan;  |Kedeputian lain
paoy
Terjadi pengulangan judul dan materi yang Stratejik/  [system pendataan yang Belum ada system pendataan , .
3 ) ) 9 Sedang ) Dibangun system pendataan kajian TWI
sama kebijakan; _|belum memadai kajian
Jumlah narasumber
4 |Kualitas kajian kurang memadai, tidak optimal |~ Kepatuhan tuh i Arasumbe 8 Sedang  [Mekanisme penentuan judul SOP Rakertas Wil
erbatas
Kesiapan narasumber untuk
3 |Penyajian materi tidak komprehensip Kepatuhan H d'rp g Sedang  |Prosedur pengundangan SOP Rakertas Wi
adi
Kualita b
B |Rekomendasi kajian kurang strategis Kepatuhan uanas naras.um or 12 Sedang  |Tatacara susun saran tindak Komunikasi dgn K/L terkait Wi
kurang sesuai tema
Kesulitan mencari narasumber pada kajian o Indek honor narasumber o ] ]
7 _ Finansial , 16 Sangat Tinggi |Penyesuaian honor honor narasumber sesuai SBM Wi
berikutnya dibawah SBM
|de-ide dan gagasan out of the box tidak Suasana diskusi kuran Menciptakan suasana diskusi yan
8 .g J Kepatuhan g B Sedang  |Suasana diskusi P yang Wi
muncul dari peserta bersemangat menyenangkan
Hasil kajian ki hk Pendal Materi k
g |eet faNanKreng mampt memecanian Operasional e a.aman ; E,” ureng B Sedang  [Pengelolaan data kurang tepat  |Komunikasi tim pokja dengan narasumber | TW Il
masalah ternali dengan baik
Kajian tidak ditindaklanjuti pimpinan atau K/L P kaji
10 ajlar,] 10K CTNAaKanUl pimpinan stad Kepatuhan EFLIITILIS.EFI flfen secars 12 Sedang  |Rekomendasi belum sesuai SOP Pokjasus/ Ramusmat Wi
terkait substantif kurang berbobot




Kajian kurang dapat dipertanggungjawabkan

Kekurangan data dan

I _ Kepatuhan | , 12 Sedang  |Database narasumber Integrasi database narasumber Wil
secara akademis informasi
Infrastruktur kurang
Mekanisme diskusi t |eh hal-hal dai, terut
VI E,ImsmE ISKUSITErganggu oien iai-ha (perasional memadal, feriiama i Sedang  |Koordinasi pelayanan SOP Pelayanan tehnis Wi
teknis kelengkapan peralatan
z00m meeting
Waktu penyusunan naskah Peserta lebih cepat dalam
13 |Pokja bekerja melehihi waktu lembur Operasional AKH PENLSLNEN nasia 12 Sedang Esert E, I EE_,pE ae Mengefektitkan jam kerja pokja Wil
terbatas penyelesaian kajian
Dukungan kehadiran
_ _— , narasumber tidak Kurang koordinasi dengan _ o
14 |Terjadi pengulangan diskusi/ pembahasan Operasional _ _ g Sedang o Mengefektitkan waktu koordinasi Wil
berkorelasi dengan materi kedeputian lain
Rakor
Keterpaksaan menggunaan narasumber yan Stratejik/ Narasumber diarahkan sesuai
|, P o vang ) J Adanya perubahan isu baru i Sedang Evaluasi narasumber Wil
tidak relevan kebijakan; tema
Paparan dan penyelesaian
(utput rekomendasi Kajian tidak tepat wakt Waktu pembahasan tidak i
B [_m e F]rnen ol E!“an ook fepat WaK Operasional |nasmik/ Surpres tidak B Sedang |, Bkl pembanasan Adak sesual Mengefektifkan waktu sesuai jadwal Wi
sehingga tidak dapat digunakan jadwal
tepat wakiu
Saran lindak
Keterbatasan waktu untuk berkoordinasi Penetapan judul perlu Pengt v koordinasi
engaturan waktu koordinasi
| |sehingga kesulitan dalam menghadirkan Operasional  |koordinasi untuk 1 Sangat Tinggi J SOP Pengundangan Wi
) . kurang tepat
narasumber menetapkan kajian strateais
Penggantian judul menyebabkan pengulangan Mak dul d
a kesamaan judul dengan
2 |penetapan narsum baru serta Terjadi operasional edeoutian [ : : q Sedang  [Mekanisme penentuan judul SOP Penetapan Judul Wi
edeputian lain
penggunaan anggaran melebihi pagu P
Terjadi pengulangan tema dan materi yang | Kehijakan/strat | system pendataan yang Tema disesuaikan kondisi yang ,
3 , , g Sedang System pendataan yang memadai Wi
sama eqik belum memadai berkembang
Kualitas kajian kurang memadai, tidak Jumlah narasumber
4 UE_IES flian Kurang memacal, 18 Kepatuhan e Marasume g Sedang  [Kekurangan data Kehadiran narasumber Wi
optimal terbatas
Kesiapan narasumber untuk
3 |Penyajian materi tidak komprehensip Kepatuhan hadi v g Sedang  |Prosedur pengundangan SOP Kirpat (Saran tindak) Wi
adir
Kualita b Komunikasi dgn K/L terkait d
B |Rekomendasi kajian kurang strateqis Kepatuhan vates naras.um o 12 Sedang  |Tatacara susun saran tindak omuniast agn L/ freart can Wi
kurang sesuai tema narasumber
] KES.IJ“tEﬂ mencari narasumber pada kajian Finansicl ln.dEk honor narasumber " Sangat Tingg Indeks Honor narsum dibawah Indeks honar disesuaikan dengan SEN Wi
berikutnya dibawah SBM SBM
|de-ide dan gagasan out of the box tidak Suasana diskusi kuran Kejenuhan peserta dengan
8 .g J Kepatuhan g B Sedang J F g Pengaturan jadwal disesuaikan Wi
muncul dari peserta bersemangat suasana rapat




Hasil kajian kurang mampu memecahkan

Pendalaman Materi kurang

Tatacara susun saran tindak

g Operasional _ _ 2 3 B Sedang _ Komunikasi dgn Narsumber & K/L terkait | TWII
masalah teraali dengan baik lanjut
0 KE“EI? tdak ditindaKlanjutipimpinan atau /L Kepatuhan Perumus‘an kejian secars 3 4 12 Sedang  [Rekomendasi kurang sesuai Evaluasi saran tindak Wil
terkait substantif kurang berbobot
If Kajian kurang d?pat dipertanggungjavablen Kepatuhan ?(Ekurang.an data dan 2 3 B Sedang narasumber tidak sesuai tema [ SOP Kajian Wi
secara akademis informasi
Infrastruktur kurang
12 MEki?III'IISITIE diskusitergangqu oleh hal-l Operasional memadsi, fiama Vi ki B Sedang  [Koordinasi pelayanan SOP Pelayanan Wil
teknis kelengkapan peralatan
zoom meeting
Pelaksanaan Kerjasama
- . : ) Terdapat sasaran yang — .
| Penga.hhan sasaran ke daerah lain yang tidak Str?tEJlk/ <ama anar Perubahan sasial politk 3 : 5 Sangat Tinggi Kumu.mka‘m dgn Pemda & Pihak SOP Kejian Daerah Wi
trategis kehijakan; _ Terkait lainnya
Kedeputian/kebandepan
2 |Tema kajian kurang fokus Kepatuhan  [Tema kajian kurang 3 3 ] Sedang  |Komunikasi dgn pakar & OPD SOP Kajian Daerah Wi
3 |Data dan informasi kurang mutahir Kepatuhan !(Ekurang.an data dan 3 3 q Sedang Kumumke.m dgn pihak ketiga & SOP Kajian Daerah Wi
informasi Forkompimda
4 |Narasumber tidak dapat hadir Kepatuhan  [Menentukan nara sumber 4 4 16 Sangat Tinggi [Menyiapkan narasumber alternatif{ SOP Kajian Daerah Wi
Peserta melebihi kuota atau jumlah yang Dukungan kepada tiap? peserta di .
a ditentukan dalam RKA KL Kepatuhan  |Menentukan peserta 4 3 12 Sedang bawah SEM SOP Kajian Daerah Wi
B Jadval heruhah/mundl.Jr Sl.ahlngga Operasional Menentukan - Jadval - dan 4 3 12 Sedang  [Koordinasi lebih intensif SOP Kajian Daerah Wil
berdampak pada koordinasi ulang anggaran
I K_'L_\K Fian isi-Kis ik sesuai dengan kondisi Operasional Belum lenglap mfm?mam 4 4 16 Sangat Tinggi [Komunikasi Tim Kajida SOP Kajian Daerah Wil
riil di daerah tentang daerah kunjungan
Terbatasnya Referensi dan
8  |Kekurangan narasumber yang diundang Operasional  |koordinasi ke daerah Perubahan sosial politik Vi a 10 Sedang  [Komunikasi dgn pakar Komunikasi dgn Pakar lebih intensif Wil
sasaran
Keterbatasan jumlah dan Meniapkan narasumber
9 |Nara sumber tidak datang Operasional  |kesediaan wakiu 3 a 1a Sangat Tinggi Ed Viapan narasume Komunikasi dgn Panitia Daerah Wil
narasumber adangan
10 |Keterlambatan penyelesaian kajian Kepatuhan Ubyek kejian sk 3 4 12 Sedang PEF,SIEDEH waktu penyelesaian Disiplin mematuhi jadwal Wil
mendukung |ebih lama
Forum Koordinasi Pimpinan Memilih b i
I |Rekomendasi kajian kurang tajam Kepatuhan Daerah (Forkopimda) dan 2 3 B Sedang  |Kelengkapan data sesuai tema t BN NATGSUMOEr yang SEsUal engan | - oy
0PD kurang mendukung o
12 Kurangnys kepatuhan terhadap protokel Kepatuhan KESHS Eﬂnd,Eml Covid-13 4 4 16 Sangat Tinggi {Dampak penularan Covid-19 Patuh terhadap protokal kesehatan Wil
kesehatan masih tingai

Deputi Pengembangan




Kajian Dinaimis

= Narasumber yang sudah

_ ditunjuk tidak memberikan _ _ H-3 di
Narasumber yang diundang berhalangan , Perubahan tema setelah |, _ Pencarian pengganti narasumber |, . _ _
| . (perasional i informasi tepat waktu 8 Sedang ) Konfirmasi Kehadiran Narasumber Setiap
hadir proses penentuan judul _ , dengan kompetensi yang sama ,
= Perwakilan Kehadiran Kegiatan
Narsum
= Narasumber yang
diundang membawa H-3 di
2 |Kelebihan narasumber yang diundang (perasional pendamping 8 Sedang Konfirmasi Kehadiran narasumber Setiap
® |su yang dibahas sangat Kegiatan
knmnles dan melihatkan
Isu yang dibahas sangat H-3 di
3 |Kekurangan narasumber yang diundang Operasional komples dan melibatkan 4 Rendah Konfirmasi Kehadiran narasumber Setiap
banyak instansi Kegiatan
Disposisi K/L tidak tepat H-3 di
Pakar / Narasumber dari K/L tidak sesuai , P _ P _ o _ _
4 _ _ Operasional |sasaran, Penunjukan yang g Sedang  [Mempunyai database narasumber | Follow up pakar dan konfirmasi kehadiran | Setiap
dengan bidang keahliannya ,
mendadak Kegiatan
20
Januari
P likasi Koordinasi d Biro PSP (Rapat
9 |Tema Kajian sudah sering dibahas Operasional anguTaan oS! , 8 Sedang  [Memakai aplikasi Simdokji oordinasi dengan Biro PSP (Rapa 2021
Simdogji kurang maksimal Penentuan Judul)
13 Maret
2021
B [Dukungan anggaran kurang memadai Operasional |Perencanaan anggaran ] Sedang  |Perencanaan anggaran T-1
Komunikasi dalan Pokj
T |Keterlambatan pelaporan kajian (perasional kE:‘unnql as! datan roie 4 Rendah  |Memiliki matriks kegiatan kajian
Keterbatasan sarana
aplikasi video confrence/
Sarana aplikasi video confrence/ Lisensi Lisensi yang dipakai o
S ] , ] o Pembelian lisensi Zoom khusus untuk
8 |yang dipakai bersama-sama, data /isuyang | Operasional |bersama-sama, sehingga |6 Sangat Tinggi i
. e . . . Debang
dibahas tidak dijamin kerahasiannya menimbulkan antrian dalam
pelaksanaan rapat, dan
dﬂfﬂl‘lﬂQﬂ {F/ﬂ/lﬂl\ yanao
Stratejik/ | Kebijakan Pimpinan dal
9  |lokasi rapat berubah-ubah ra,,Ejl elaKan IIITI|JIF.IEIH alam B Sedang  [Tidak Ada -
Kebijakan  |hal pandemi Covid-13

Kajian saran tindak terkait pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional




= Narasumber yang sudah

, ditunjuk tidak memberikan _ _ H-3 di
Narasumber yang diundang berhalangan , _ , Pencarian pengganti narasumber . _ _
| _ (perasional informasi tepat waktu Sedang _ Konfirmasi Kehadiran Narasumber Setiap
hadir _ , dengan kompetensi yang sama _
= Perwakilan Kehadiran Kegiatan
Narsum
= [su yang dibahas sangat ha g
komplek
2 [Kekurangan narasumber yang diundang Operasional OMPIEKS namun anggaran Rendah Konfirmasi Kehadiran narasumber Setiap
narasumber terbatas egiatan
=Keterbatasan Jeiaring ;
Pakar / Narasumber tidak sesuai dengan Disposisi K/ tidak tepat
3 | . _ ] Operasional P P Sedang  |Mempunyai database narasumber | Ao/ow yp pakar dan konfirmasi kehadiran
bidang keahliannya sasaran
Hanva mendanatkan data Pencarian data via google /
4 |Data yang dibutuhkan tidak up to date Operasional Y P Sedang  [konfirmasi data ke unit atau K/L
sekunder ]
terkait
3 |Keterlambatan pelaporan kajian Operasional  |Prosedur Pelaporan Kajian Sedang  |Memiliki matriks kegiatan kajian
Kajian saran tindak terkait pengukuran kondsi kehidupan nasions/
= Narasumber yang sudah
_ ditunjuk tidak memberikan _ _ H-3 di
Narasumber yang diundang berhalangan , _ _ Pencarian pengganti narasumber o _ _
| , Operasional informasi tepat waktu Sedang _ Konfirmasi Kehadiran Narasumber Setiap
hadir , , dengan kompetensi yang sama ,
» Perwakilan Kehadiran Kegiatan
Narsum
= [su yang dibahas sangat Ha
komplek
2 |Kekurangan narasumber yang diundang Operasional HPIEIS AN Snggersn Rendah Konfirmasi Kehadiran narasumber Setiap
narasumber terbatas egiatan
sKeterbatasan Jeiaring ;
Pakar / Narasumber tidak sesuai dengan Disposisi K/L tidak tepat
3. _ g (perasional P P Sedang  [Mempunyai database narasumber | fo/ow yp pakar dan kanfirmasi kehadiran
bidang keahliannya sasaran
H danatkn dat Pencarian data via goagle /
anya mendapatkan data
4 |Data yang dibutuhkan tidak up to date (perasional i P Sedang  |konfirmasi data ke unit atau K/L
sekunder ]
terkait
9 |Keterlambatan pelaporan kajian Operasional  |Prosedur Pelaporan Kajian Sedang  |Memiliki matriks kegiatan kajian
H-1
Keterlambat iri t akibat Pengiri
B E & arn. an FEHQIFIT?H surat aiba Operasional |Keterbatasan jumlah kurir Sedang Pengiriman via surat elektranik/Whatsapp Eng|r|rlna
birokrasi yang tidak efisien n (apabila
diperkiraa
Kajian daerah
Stratejik/  |Perubahan isu yang akan
| |Perubahan sasaran kajida Rendah  |Rapat Koordinasi Fimpinan
: Kehiiakan | dianckat delam KAJIDA F F




Terjadinya Kerusuhan, Bencana Alam, dan , o _ o Penundaan pelaksanaan Kajida atau
2 J y Operasional Force majeur diluar kendali 12 Sedang  |Rapat Koordinasi Pimpinan P ; J
Pandemi perubahan sasaran Kajida
A Perjalanan Dinas (Kajida) tidak
3 nggaran erjaanan .|nas (Kejida) i (perasional Harga tiket Rendah  |Standar Biaya Masukan 2021
sesuai dengan harga tiket yang berlaku
Jarak Tempuh N b Tentative/
4 |Sulitnya mendatangkan narasumber / pakar | [Operasional EPE, Ehmpu Arestmoer 4 Rendah  [Belum ada Mengundang narasumber via daring E;z i_II(VE
yang |au efika
Kurangnya pendukung data dan fakta terkait , Tindak lanjut Moll dengan Memiliki data skunder sebelum
a i (perasional ) ] 9 Sedang )
Program Pembangunan Nasional K/ tidak berjalan melakukan Kajida
Bela Negara
Tidak adanya kelanjutan Inpres Bela Negara Mend ksi bel wk bid
endorang aksi bela negara untuk bidan
| |Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Strategis Pertimbangan eksternal 16 Sangat Tinggi |Belum ada NIR g g 9 Triwulan I
Bela Negara (Payung hukum Belneg)
Minimnya anggaran rapat knordinasi dan , Tidak ada dasar Mengoptimalkan anggaran yang
2 : Operasional ) 4 Rendah '
evaluasi Bela Negara pelaksanaan sehingga tersedia
Biro POK
Perencanaan
_ » , Meminta unit kerja untuk Menyusun aturan penyusunan Renja Unit | Triwulan |
Terlambatnya pengajuan Rencana Program ke Risikn Sumber Daya Manusia, , , o
| _ _ 12 Sedang  |mengajukan usulan kegiatan Kerja Setjen Wantannas; Melakukan sdlV
DJA dan BAPPENAS operasional  |Sistem dan Prosedur o _ L
sebelum di minta oleh mitra sosialisasi jadwal Rencana Program dan | 2021
Memberikan Format Kerangka - .
o . _ _ _ _ Menyusun aturan penyusunan Renja Unit | Triwulan |
Kerangka Acuan Kerja tidak disusun secara Risiko Sumber Daya Manusia, Acuan Kerja ke masing-masing .
A ] i B Sedang S o Kerja Setien Wantannas; Melakukan sdlV
rinci dan detail kepatuhan  [Sistem dan Prosedur unit kerja untuk dijadikan o
sosialisasi jadwal 2021
standard membuat KAK
Menyusun aturan penyusunan Renja Unit
Meminta Lnit Kerja Kerja Setjen Wantannas; Melakukan Tl |
3 Data Dukung pengajuan program dan kegiatan Risika Sumber Daya Manusia, g Sedan mempersiapkan data dukung sosialisasi jadwal Rencana Program dan q
eda s.
tidak lengkap kepatuhan  [Sistem dan Prosedur Y |sesuai dengan program dan Kinerja secara berkala dan o0
kinerja yang diajukan berkseinambungan ; Asistensi penyusunan
data duknno nennainan neaoram dan
Revisi Anggaran tidak diikuti dengan Revisi Risiko , Melakukan Koordinasi dengan | Melakukan Koordinasi secara rutin Triwulan |
4 = Sumber Daya Manusia 12 Sedang ] )
Informasi Kinerja kepatuhan Mitra dengan Mitra dan melakukan perubahan sdlV
) o o Memberikan Format RAB untuk|Melakukan sosialisasi tata cara Bulanan
Pengajuan Rencana Anggaran Belanja unit Risiko ) o )
g _ . Sumber Daya Manusia B Sedang  |dijadikan dasar pada pengajuan|penyusunan RAB secara tahun
kerja masih sering terlambat kepatuhan _ _
berikutnya berkesinambungan 2021




Pengajuan Revisi Anggaran oleh Unit Kerja

. . " - Melakukan pendampingan kepada|Melakukan sosialisasi tata cara Bulanan
tidak dilengkapi dengan RAB "semula- Risiko _ o o
B o _ Sumber Daya Manusia i Sedang  [unit kerja yang ingin melakukan|penyusunan RAR secara tahun
menjadi" dan Data Dukung sebagai dasar kepatuhan . ,
revisi anggaran berkesinambungan 2021
perubahan ancoaran
Mengakomodir pengajuan revisi _ .,
o ) ) Memberlakukan sistem pembatasan revisi | Bulanan
. o Risiko Sumber Daya Manusia, dengan tidak mengubah anggaran _
T |Revisi anggaran terlalu sering dilakukan , q Sedang , untuk anggaran yang berpindah antar tahun
kepatuhan  [Sistem dan Prosedur awal terkecuali dengan approval _
(o output terlalu sering 2021
Sosialisasi  format  pelaporan Triwulan |
Pengukuran kinerja dan Evaluasi Kinerja Risiko _ o d ,p_ Penyusunan pedoman pelaporan periodik
8 o Sumber daya manusia B Sedang  |[secara periodik dan pegiriman|, sdlV
secara Perindik tidak terlaksana tepat waktu |  kepatuhan _ Setjen Wantannas
Nota Dinas secara berkala per 2021
» . » Pemberian  deadline  dalam|Koordinasi dengan unit kerja lain terkait | Triwulan |
Pengisian aplikasi emonev Bappenas dan Risiko _ _ o _ o
g _ Sumber daya manusia 12 Sedang  [penyampaian laporan kinerja dan|deadline pengumpulan laparan kinerja s.dlV
SMART DJA tidak tepat waktu kepatuhan
anggaran dan angaaran 2021
Risika Sosialisasi [KU Setjen Wantannas Triwulan |
I0 |Nilai LAKIP rendah , Sumber daya manusia 16 Sangat Tinggi [pada tahun 2021 ; Koordinasi dengan unit terkait sdlV
operasional . . .
Penyampaian hasil capaian 2021
lrtsla
Kurang memahami dokumen IKU sebagai o o _ |Berkoordinasi dengan unit kerja terkait | Triwulan |
Risiko ] Melakukan sosialisasi [KU Setjen , ) )
| |dokumen utama untuk menurunkan proses Sumber daya manusia 12 Sedang ... . |agar konsep IKU lebih dapat difahami sdlV
o kepatuhan Wantannas secara lebih intensif
bisnis secara merata 2021
Berkoordinasi d it kerja terkait | Triwulan |
Kurang memahami alur pada dokumen Risikn , Melakukan sosialisasi dokumen | - |na§| Engan um, T E,r o rtan
2 o Sumber daya manusia g Sedang o untuk membiasakan bekerja sesuai SOP sdlV
proses bisnis untuk menggambarkan SOP kepatuhan SOP di unit kerja
vang berlaku 2021
_ . Melakukan kegiatan rapat dengan |Berkoordinasi dengan ANR| agar dapat | Triwulan |
Belum ada kesepahaman dalam merujuk Risiko ] X ) ]
3 _ Sumber daya manusia B Sedang  |menyertakan narasumber dari  |menyampaikan esensi dokumen tata sdlV
dokumen tata naskah dari ANRI kepatuhan _ _
ANRI naskah secara lehih komprehensit 2021
Risiko Sumber Daya Manusia, Menyusun evidence SPBE secara |Menyusun rencana kerja untuk memenuhi | Triwulan |
4 |Nilai Indeks SPRE masih pada kategari cukup _ _ i 12 Sedang | T ‘
operasional | Sistem dan Prosedur |ebih lengkap evidence SPBE sdlV
Memberik kan pada Ti
Masih belum selesainya peraturan tentang Risika PEI:'HE il:s?unn;rllizsk:int E;E: FI;nS Terlibat aktif dalam rapat kerja Pokja Triwulan |
3 |prajurit TNI/anggota Palri yang menduduki _ Sistem dan Prosedur 16 Sangat Tinggi J _ P Nasional terkait penyederhanaan birokrasi| s.d IV
_ - o operasional Penyelesaian penyederhanaan o
jabatan di instansi sipil _ _ dan memantau isu-isu yang berkembang | 2021
Birokrasi
Masih banyaknya masukan dari K/L dan pihak _ Menyeleksi masukan dari K/L dan o _ Triwulan |
) , o ] Sumber Daya Manusia, i Berkoordinasi dengan lintas K/L tentang
B |terkait tentang konsep Keamanan Nasional | Risikn Strategik _ 12 Sedang  |segera dituangkan pada RPerpres _ sdlV
) Sistem dan Prosedur i kansep keamanan nasional
yang perlu dituangkan pada RPerpres yang sedang disusun 2021




Triwulan |
Masih adanya perbedaan persepsi tentang - , Sumber Daya Manusia, . |Melakukan sosialisasi dan FGD  |Berkoordinasi dengan lintas K/1 tentang rtan
7 Risiko Strategik , 16 Sangat Tinggi , sdlV
tugas dan kedudukan Wankamnas Sistem dan Prosedur tentang konsep Wankamnas tugas. kedudukan dan fungsi Wankamnas o0
Masih kurang lengkapnya evidence pada Risiko _ Menyusun rencana kerja program [Membuat surat edaran pada setiap unit | Triwulan |
8 Sumber Daya Manusia g Sedang _ o
program RB kepatuhan RB kerja untuk dapat memenuhi evidence RB | s.d IV
Masih adanya pegawai yang belum memahami Risikn , Melakukan sosialisasi tentang RB {Melakukan evaluasi tentang metode Triwulan |
g : Sumber Daya Manusia 12 Sedang . . i ) o .
esensi program RB kepatuhan secara lebih masif dan intensif | sosialisasi yang |ebih tepat quna dan s.dlV
. _ Melakukan percepatan program  [Berkoordinasi dengan pimpinan tiap unit | Triwulan |
. _ _ Risiko Sumber Daya Manusia, o e . .
I0 |Nilai Indeks RB masih pada kateqari B _ _ ] Sangat Tinggi |RB pada area yang dinilai masih | kerja untuk dapat melakukan prioritas s.dlV
operasional |Sistem dan Prosedur
kurang pada program RB 2021
Keuangan
Koordinasi  dengan  bagian _ g
Koreksi secara berkala baik mingguan _
- . . Perencanaan  dan  melakukan Triwulan |
Terjadinya pagu minus dan salah akun Risiko _ L maupun bulanan dan melakukan
| o , Sumber Daya Manusia 4 Rendah  |rekonsiliasi antara rekap awa g sdlV
realisasi kegiatan Operasional o _ rekonsiliasi antara penyerapan SAS
realisasi  kegiatan  dengan dengan SPID 2021
nenveranan anlikasi SAS-SAIRA g
Rekonsiliasi antara rekap awal _ i _
. o g . o Koreksi secara berkala baik mingguan | Triwulan |
Terjadinya selisih nilai antara aplikasi SAIBA, Risiko _ realisasi kegiatan dengan 0
2 , , Sumber Daya Manusia 4 Rendah L maupun bulanan dan rekonsiliasi antara sdlV
E-Rekon dan microsoft excle secara manual | Operasional penyerapan aplikasi SAS-SAIBA
penyerapan SAS dengan SP2D 2021
EEEEE'E hErkElda p
oor m_a_S| ) engan an Koreksi secara berkala baik mingguan ]
_ o g - Rekonsiliasi antara rekap awal Triwulan |
Terjadinya selisih nilai antara aplikasi SAIBA, Risikn , o , maupun bulanan dan melakukan
ki , Sumber Daya Manusia 4 Rendah  |[realisasi  kegiatan  dengan o sdlV
E-Rekon dan SIMAK BMN Operasional L rekonsiliasi antara penyerapan SAS
penyerapan aplikasi  SAS-SAIBA 2021
dengan SPZD
serara herkala
Koordinasi dengan bagian BMN, terkait
Keterlambatan penginputan transaksi Risiko , Peningkatan spesifikasi pada PC _ gan bag , ,
4 . , Sumber daya manusia g Sedang _ _ perbaikan PC dan atau pengajuan Triwulan |
keuangan pada aplikasi SAS (perasional yang digunakan untuk penginputan o
penambahan PC, untuk menqurangi resiko
Meminta kepada masing-masing
. unit kerja sebelum melakukan|Membuat surat edaran kepada kepala unit | Triwulan |
Proses pengumpulan wabku cendurung lama, Risiko _ . _ _ _ _ _
J Sumber daya manusia 16 Sangat Tinggi [pencairan  transaksi  agar|kerja, agar lebih memperhatikan sdlV
memperlambat proses pembayaran Kepatuhan , ,
memperhatikan setiap|kelengkapan dokumen wabku 2021
kelenokanan doknmennva
Perencanaan pencairan dana dan Risiko , Sosialisasi dalam pembuatan RPD{Koordinasi dengan unit terkait setiap Triwulan |
B Sumber daya manusia B Sedang _ _
penyerapan anggaran kurang matang Kepatuhan (Rencana Penarikan Dana) bulannya, dan meminta pembuatan LRA sdlV
Risika Pengecakan data dan akun Membuat laporan rekonsiliasi pajak Triwulan |
T |Proses pembayaran pajak kurang optimal , Sumber daya Manusia 4 Rendah  |transaksi secara teliti pada saat |dengan bendahara pengeluaran ; sdlV
(perasional i o
perhitungan Membuat buku kendali pajak 2021




Adanya kekurangan dokumen o ] ) o Triwulan |
, Risiko ] Pemberitahuan  secara  lisan|Pembuatan modul verifikasi dokumen
8 |pertanggungjawaban keuangan untuk suatu Sumber daya manusia B Sedang , , , sdlV
_ Kepatuhan kepada unit terkait pertanggungjawaban keuangan
kegiatan 2021
Dokumentasi dokumen pertanggungjawaban . _ Menyusun ulang format dokumentasi Triwulan |
Risiko _ Dokumentasi  dokumen  secara _
5  |keuangan yang sudah ada kurang dapat Sumber daya manusia q Sedang dokumen pertanggungjawaban kevangan | s.d IV
] i Kepatuhan excel manual ] ]
dipertanggungjawaban sesuai arahan auditor BPK 2021
Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban o _
. o . _ | Pembuatan formulir list pengecekan Triwulan |
keuangan yang diberikan oleh unit lain sering Risiko _ Pemberitahuan  secara lisan _ o
10 o ] Sumber daya manusia g Sedang ) ] (Check-list) verifikasi dan membuat rekap [ s.d IV
terjadi keterlembatan dari batas wakiu yang Kepatuhan kepada unit terkait o
) awal realisasi kegiatan 2021
ditentukan
Biro PSP
Persidangan dan Humas
Pelaksanaan Pra Sidang Dewan tidak sesuai
_ , d _ _ _ Ketidakpastian panitia yang Sudah mE"Enmkﬂn_Wﬂkm Menyesuaikan dengan kebijakan Pimpinan TWII dan
| |dengan jadwal di kalender kegiatan Setjen Opersional erlibat B Sedang  [pelaksanaan Pra Sidang Dewan ke-| Sefen Wantannas Wi
Wantannas e T.A 202 di awal Mei 2021
Tidak ada surat
Pelaksanaan Pra Sidang Dewan tidak dihadiri , Surat Undangan ke peserta o SUda,h membuat SOP pelaksanaan Melaksanakan sesuai SOP yang berlaku dan | TWII dan
2 Operasional | . |balasan/konfirmasi dari 12 Sedang  [persidangan yang mencakup tugas- )
oleh seluruh anggota Wantannas tidak terpantau dengan baik i , mengevaluasi SOP pasca pelaksanaan Wi
anggota Wantannas tugas panitia yang terlibat
Tema yang dibahas di Pra  |Presiden selaku Ketua
Pelaksanaan Sidang Dewan tidak . Sidang tidak memenuhi Wantannas tidak .y 4o . Menyesuaikan dengan kebijakan Pimpinan | TW Il dan
3, Kebijakan | _ _ _ . 20 Sangat Tinggi [Mengikuti arahan pimpinan _
dilaksanakan tingkat urgensi pemerintah |menindaklanjuti pelaksanaan Setien Wantannas WV
pusat Nidana Dewan
_ _ N _ Penilaian Komisi Informasi
Target Peringkat Keterbukaaan Informasi . Fasilitas Pelayanan tidak , , Mengalokasikan anggaran penyediaan |Memastikan sarana meja pelayanan sudah
4 , . , Kebijakan , Pusat tidak dapat diganggu- 12 Sedang o , , , Wi
Publik Cukup Informatif tidak tercapai memadai t sarana meja indormasi tersedia sebelum pemeringkatan KIP
guga
Jumlah publikais kegiatan program kerja TWLTWII
Keterbatasan SDM untuk i i bagi ' i Ce
5 |Setien Wantznnas dan Publikasi Kegiatan Dperasional g E?I" a ESE.I'I untu i Rendah M.EITIII'ITEI perbantuan staf dari bagian Mengajuka.n penambahan staf ke bagian TWIl dan
o _ meliput kegiatan Sisto Kepegawaian
Pimpinan Setien Wantannas terbata Twiv
Memaksimalkan staf Dangmas Mengirimkan nodin kepad Randen d
Pelaksanaan penyusunan majalah tidak , Terbatasnya kontributor menjadi kontributor tulisan dan Engirimian nodin Kepaca para Bandep &an | r | gan
B i ) ) (perasional , B Sedang o Anjak untuk berkontribusi memberikan tulisan
sesuai dengan kalender kegiatan unit berita menghubungi kontributor lama untuk . o TWIV
N , sebagai bahan publikasi
menaisi edisi terbitan Maialah S
Tidak tercapaianya Pengembangan o Terbatasnya anggaran yang Sudah mengajukan anggaran Sudah mengajukan alokasi ruangan I
7 , Finansial , 3 Rendah , , TWIII dan
Perpustakaan Setien Wantannas tersedia pembelian buku perpustakaan kepada Kepala Biro PSP T




Pelaksanaan training Budaya Pelayanan

Terbatasnya anggaran yang

Pandemi Covid-13 tidak

memungkinkan

Memaksimalkan peserta yang

8 o Operasional |tersedia sehingga jumlah  |dilaksanakannya training 12 Sedang  |diundang dalam training adalah staf Wi
Prima tidak tepat sasaran o .
peserta training terbatas  |secara langsung hanya Tl Kedeputian
melalui virtual
Maonitoring dan evaluasi kegiatan PPID Setjen Penerbitan PAW PPID Setien
g Operasional |PPID bersifat pasif B Sedan TWIV
Wantannas tidak berjalan P P 0 | Wantannas TA 2021
Tidak memiliki data pemohon informasi dalam Tidak ada pemahon Sudah menyedikan platfarm Menyedikan formulir permohan infarmasi dan WILTHII
I0 |Penyusunan Laporan Tahunan Layanan Stratejik o _ 12 Sedang  [permohonan informasi dan pengaduan masyarakat di meja informasi dan dan'TW "
Informasi Setien Wantannas Iniormas! pengaduan masyarakat di website  [di media sosial Setjen Wantannas
Sistem Informasi
. Perangkat jaringan di
server bermaslaah/mati |1 Terputusnya kabel FO dari S
9 Kabel LAN tidak ISP ke server wantannas Melakukan pemantauzn, perwetan Melakukan pengecekan melalui monitoring
. . . . o o jaringan, router dan switch baik pada server | Jika terjadi
| |Koneksi jaringan internet terputus Operasional |terpasang sempurna karena kondisi 8 Sedang  [dan atau konfigurasi pada jaringan L . .
_ ] maupun main switch tiap lantai dan koordinasi | gangguan
3. Kabel LAN usang/rusak  |pembangunan/galian internet dengan pihak ISP
4. Konfigurasi jaringan 2. Gangguan dari ISP
pada perangkat tidak sesuai
T PETAMRAT ACTESS P
bermasalah/mati
2. Kabel LAN tidak
terpasang sempurna
3. Kabel LAN usang/rusak i monitoring wif
Access Paint idak dapat meneruskan sinyal . . q Melakukan pETTIEI'ItEI?IEI'I, perawatan MElakulkan pengecekan r.nelalm I'I'II]Il'IItIZII"II.'II_] wifi, Ik teriadi
Z ; Operasional |4. Kabel LAN tidak B Sedang  |dan atau konfigurasi pada access | pemeriksaan access point dan main switch
koneksi internet gangguan

tersambung pada
mainswitch

3. Mainswitch yang
menghubungkan pada

point

pada tiap lantai dan titik access point




Kabel LAN pada komputer pejabat/staff tidak
dapat meneruskan sinyal koneksi internet

Operasional

. Perangkat access point
bermasalah/mati

2. Kabel LAN tidak
terpasang sempurna

3. Kabel LAN usang/rusak
4. Konfigurasi P LAN
menggunakan |P Static
(seharusnya
dinamis/DHCP)

3. Kabel LAN yang
merupakan sumber pada
hubswitch tidak mendapat

Sedang

Melakukan pengecekan jalur dan
kondisi kabel LAN, serta melakukan
perawatan dan atau pergantian kabel
LAN yang telah usang

Melakukan pengecekan kabel LAN dan HUR yang
digunakan, titik sumber jaringan dilokasi dan
konfigurasi IP pada kemputer

Jika terjadi
gangguan

Masalah pada komputer/printer/hardware
pejabat/staff

Operasional

T Komputer/ PG fidak dapat
masuk ke sistem operasi
windows

2. Komputer/PC lambat

3. Komputer/PC tidak dapat
mencetak melalui printer,
baik menggunakan ush
maupun dengan jaringan/IP
4. Aplikasi pada
komputer/PC bermasalah
atau tidak dapat diakses

3. Hasil cetakan dari printer
putus-putus/bergelombang
B. Tinte printer habis

7. Keyboard dan Mouse

tidal danat horfunaci

Rendah

Terjadi masalah pada genset

(perasional

|. benset tiba-tib mati

2. Genset tidak mau hidup
secara otomatis (backup
listrik padam)

3. Genset tidak dapat
mengalirkan tegangan arus

vana epglai

Sedang

Pengecekan berkala oleh teknisi

Berkoordinasi dengan teknisi untuk melakukan
pengecekan dan perawatan

Setiap 3
bulan




Terjadi masalah pada PAC Data Center

(perasional

|. Tabung PAC bermasalah
2. Selang/pipa pada PAC
rusak/bocaor akibat tekanan
tinggi

3. Kerusakan pada skring
heater

4. Komponen plastik pada
PAC sudah usang/getas
5. Filter udara kotor

B. Outdoor PAC kotor

7. PAC perlu perawatan
secara berkala

8. Sistem redudansi pada

PAC Data Center tidak

Sedang

Pemantauan oleh staff Sisfo dan
pengecekan berkala oleh teknisi

Melakukan pemeriksaan PAC Data Center

Setiap
bulan

Terjadi masalah pada Alarm Data Center

Operasional

|. PAC Data Center
mengalami gangguan

2. Adanya gangguan seperti
asap/debu yang tertangkap
oleh sensor alam

3. Malfunction pada sistem
alamr Data Center

Sedang

Pemantauan oleh staff Sisfo dan
pengecekan oleh teknisi

Berkoordinasi dengan teknisi untuk melakukan
pengecekan dan perawatan

Jika terjadi
gangguan

Terjadi masalah pada AC Split ruang Data
Center

(perasional

|. Qutdoor AC bermasalah
2. Sumber listrik yang
mengalirkan tegangan ke
AC bermasalah

3. AC butuh perawatan
berkala

4. AL butuh pergantian
freon

Sedang

Pengecekan berkala oleh staff Sisfo

Berkoordinasi dengan tim teknis

Jika terjadi
gangguan




Terjadi masalah pada LIPS

(perasional

. UPS tidak dapat
melakukan backup pada
saat sumber listrik utama
padam

2. UPS tidak dapat
mengalirkan tegangan
listrik yang sesuai

3. Batre pada UPS sudah
usang/rusak

4. UPS perlu perawatan

Sedang

Pemantauan oleh staff Sisfo dan
pengecekan oleh teknisi

Melakukan pemeriksaan UPC

Setiap 3
bulan

Terjadi masalah pada Fire Suspenssion
System di Data Center

Operasional

T, Tanung pemadan
kebakaran/Inergen sudah
kadaluarsa

2. Munculnya pesan error
pada panel system

3. Malfunction pada sistem
4. Fite Supression System
perlu perawatan secara

Kurangnya/masih sedikitnya
tenaga ahli yang menangani
Fire Suppression System
Data Center

Sedang

Pemantauan oleh staff Sisfo dan
pengecekan oleh teknisi

Melakukan maintenance berkala

Setiap
tahun

Terjadi masalah CCTV Data Center

(perasional

tnﬁﬁf{lntldak mendpaat [P
untuk dapat diakses

2. Kabel LAN yang
menghubungkan CCTV
usang/rusak

3. Server CCTV

hormaslaah /mati

Rendah

Pengecekan oleh staff Sisfo

Melakukan maintenance berkala

Setiap
bulan

Terjadi masalah Video Wall pada ruang rapat

(perasional

1. POWer pada planar video
wall ada yang belum
dinyatakan

2. Kabel pada palanar video
wall bermaslaah/usang

3. Sirkulasi pada video wall
tertutup debu/ perangkat/

honda lainnun

Rendah

Pengecekan dan perawatan perangkat
secara berkala

Melakukan cek fisik perangkat dan aplikasi

Jika terjadi
gangguan




Perangkat dan infrastruktur Tl rawan terkena

|. File yang didownload
mengandung malware/
virus

|. Akses ke jaringan
2. Situs yang diakses tidak

Melakukan update dan perpanjangan lisensi

Setiap

13 Operasional Sedan Pemakaian anti virus yang berlisensi |, .
serangan virus P 2. Eksternal storgae/USB | selalu dalam kategori situs d e firewall atau antivirus tahun
yang terkoneksi dengan ~ |yang aman
neranokat
1. TI0aK 20anya aksEes USer
perkedeputian/ kebiroan Jika
sebagai pemisah sharing erubahan
folder
Kesalahan user pada saat i i Pembagian user dan password untuk strukur
_ , 2. Ketidaksengajaan user Melakukan manajemen user sesuai _ anggota
14 |mengedit/mengcopy/ menghapus data pada | Operasional Rendah _ _ . |pengaksesan data sesuai dengan
: o _ dalam hal menghapus/ dengan bagian/kedeputian terkait , , pada
sharing folder yang disediakan oleh Sisfo o bagian/ kedeputian bagian/
mengedit file agian
3. Ketidaksengajaan user kEdEi”t_'E”
dalam memindahkan file ke terkalt
ffﬁﬁﬁl'ﬂ"b"enylmpanan pada
server penuh
2. Manya service yang
tidak berjalan pada server EEHQEEEITE; SEFVEFTTTSWH"Q Melek i sk v |l riad
1o [Masalah pada server aplikasi (perasional |aplikasi Sedang ermasaiall fan metaKiian A pEngeceian fisk maupun stpply a ferjadl
. pemantauan storage server secara  |jaringan server gangguan
3. Server mati mendadak
berkala
karena pemadaman listrik
4. Server aplikasi mati/
hopmacalah
|. Kurangnya pengetahuan
dan pemahaman anggota Mermoelart dan molaksanal
Layanan Pengadaan Secara Flekironik (LPSE LPSE tentang LPSE EmpEIart can TIEe Sanaic
[ | vanan Tengatann Seare Hedron (P30 Operasional Eniang seeare Sedang  |sosialisasi terkait LPSE secara Melakukan pelatihan dan sosialisasi LPSE

tidak berjalan maksimal

menyeluruh
2. Anggota/personil LPSE

vann keran heruhah-uhah

mandiri




T ApTIKAST T0AK qapat ar
akses
2. Server aplikasi mati
3. Service/webserver tidak el e sal i
g ) ) ) , berjalan Pengecekan aplikasi oleh staff sisfo plakkan pengecetan pa ,ﬂ SI?tEITI BPIES! ika terjadi
[7 |Aplikasi tidak berjalan sebaagimana mestinya [ Operasional B Sedang _ . |dan server serta berkoordinasi dengan vendor
4 Pengguna lupa dengan dan vendor yang menangani aplikasi ket gangguan
user dan password
3. Munculnya pesan error
pada aplikasi
L Adooo bua oado aictam
Pengawasan lternal
Perencanaan pen n Melakukan audit triwulan Membuat perencanan audit berbasi
| |Auditan yang berisiko tinggi tidak terdeteksi | Operasional Erencanas pE_ Jawass 1a Sangat Tinggi - IWU,E _E, At pErencanan aucit DErbasis Mei 2021
yang kurang optimal Penaelolaan Wabku triwulanan |risika
Kesalahan dalam penyusunan kesimpulan , Pemahaman auditor belum , y I. Mengadakan panel _
7 _ _ Operasional B Sedang  |Reviu KKA dan LHA (supervisi) , _ Mei 2021 |V
audit dan rekomendasi menyeluruh 2. Melakukan pengendalian secara bertingkat
Tim Audit idak tertib Membuat tanda terima dokumentasi fisik
3 |KKA atau Bukti Audit lainnya hilang Operasional L 4 Rendah  |Dokumentasi fisik dan non fisik Mei 202! |-
administrasi . ,
Melakukan back up dokumentasi secara anline
K dekatan pad ' ikasi i
4 |Auditan tidak knoperatif Operasional ur?ngnya pendetatan pacs 8 Sedang  [Koordinasi atasan kepada auditan ME“,JEQE komuniesi antars pemeriksa dan Mei 2021
auditan auditan
Auditan tidak mempunyai
Pelatihan Auditan dalam membuat
9 |Data Auditan tidak relevan Operasional |sistem administrasi yang 16 Sangat Tinggi |Pengolahan Data Manual datah Juli 2021
atabase
mumpuni
. . Perencanaan audit kinerja
Belum dilakukan audit
B |Evaluasi kinerja tidak maksimal Operasional ,E UT tarukan aul 4 Rendah  |Melakukan audit pengelolaan keuangan b delam
kinerja , o satu TA
Pelaksanaan sesuai pedoman audit kineria
Waktu dal |aksanak i ifikasi i
7 a u alam melaksanakan reviu sangay Dperasionl 8 Sedang Timeline reviy Melalfukan pra notifikasi terhadap pihak yang Maret 2021
sedikit direviu
L . . Menyesuaikan standar/peraturan yang berlaku | Februari
8  |Reviu tidak sesuai standar Operasional B Sedang  |Pedoman Pengawasan umum dentan menerapkan Kertas Keria Revs (KR) | 2001 V
Pihak yang dievaluasi tidak Melakk lisasi dan birb Maret
elakukan sosialisasi dan bimbingan are
9 |Pelaksanaan evaluasi SAKIP tidak maksimal Operasional |siap data dan ada 1 Sangat Tinggi |Pedoman Evaluasi SAKIP , , g
_ - teknis kepada Tim Pembangunan 2021
intervensi dari Tim
Tidak ada informasi
Kurang selektifnya tim pengarah RB untuk , pendahuluan kepada PIC . ) : o Februari
10 _ (perasional o . 16 Sangat Tinggi Rapat penunjukan Tim/ sosialisasi
membentuk Tim Pembangunan yang ditunjuk sebagai Tim 2021
Pembanounan
Unsur-unsur pengampu Pendalaman IACM dengan Instansi
Il |Level IACM tidak mencapai level 3 Operasional P , garmp ] Sangat Tinggi , . Mei 2021
belum terpenuhi Pembina




12 |Assesment Internal SPIP tidak objektif Operasional | Pl belum inspekiorat 12 Sedang  |Pelatihan SPIP Alur kegiatan dilakukan secara formal Maret 2021
Rekomendasi APIP atau BPK tidak
B IIII'HEH. ,ESI EIT]LI.EIFI. Ay B e Operasional |Mutasi pegawai tinggi 10 Sedang  [Monitoring Semesteran Fallow up rekomendasi terhadap auditan Per
segera ditindaklanjuti _ _ _ Semester
" Adanya temuan pihak ketiga yang tidak bisa 0 ol Kondisi usaha pihak ketiga g Sed Follow uo den koordinasi d B8R Follow up rekomendasi terhadap auditan Per
ditindaklanjuti perasiang tidak menentu ecang OO Up Gan Koordmast cengan dengan memperhatikan arahan BPK Semester
Kurangnya kesadaran unit
Laporan Monev pengawasan lainnya tidak , an _ o L Penggunaan disposisi terhadap Laporan Per
1a . A (perasional |akan tanggung jawab 20 Sangat Tinggi |Sosialisasi Laporan Monev y Sermest
sesuai dengan peraturan onev emester
e sebagai TIM UPG/TBPK
Kurangnya kesadaran unit L Mendarang setiap anggota tim untuk
: . . . . Susialisasi terkait kebijakan " ) ,
16 [Hasil pengawasan tidak maksimal (perasional |akan tanggung jawab 12 Sedang S memahami kebijakan pengawasan melalui Juni 2021
sebaaai TIM UPG/TRPK himbingan teknis
Proses/pedoman berlangsung
17 Operasional . D 4 Rendah
lama/melebihi batas wakiu P Birokrasi di Bagian Hukum
SOM P Internal ialisasi koordi it bi
18 |Informasi pada asistensi tidak komprehensit | Operasional engawasan fnterna 12 Sedang Spesiaisasi koordinatr frkeitbicang Menglun@ng narasumber yang kampeten Maret 2021
kurang pengawasan terkait bidang pengawasan
19 |Pengisian pada sistem tidak real Operasional  |Kaneksi internet terganggu | Rendah  |Penerapan SOP Disiplin dalam timeline waktu penginputan Apr-21
Biro Umum
Kepegawsian dan Hukum
Penempatan Pejabat tidak sesuai dengan . Belum terpenuhinya Penyediaan data dan informasi|Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
o Kebijakan dan o . S o . N
| lkualifikasi, latar belakang kemampuan usedur kualifikasi dan kampetensi 4 Rendah  [untuk  Penilaian  Kinerja  /|harus menempatkan pejabat administrasi | Triwulan |
osedu
maupun kompetensi P iabatan untuk setiap jabatan Baperiakat sesuai dengan kualifikasinya
Tidak mencukupinya kuota , . ,
_ Melakukan penganggaran dengan Komitmen pimpinan terhadaap jabatan
_ _ Terbatasnya Ketersediaan |peserta yang mendaftar . . . .
Tidak terlaksananya seleksi terbuka JPT . _ _ skala prioritas dan lowang JPT melalui seleksi terbuka tidak |- .
2 Kebijakan  |anggaran dan/atau belum |dan/atau sudah diusulkan di q Sedang , _ o, o . | Triwulan |
Madya/Pratama L , o menyampaikan suratinformasi  [diusulkan di sidang Prawanjakti/ Wanjakti
ada izin dari pimpinan sidang Prawanjakti/Wanjakti .
seleksi terbuka ke K/L dan TPA
dan TPA
Berkas usul Pensiun dan
Keterlambatan waktu usul dan pemrosesan | Reputasi dan Berkas usul yang masuk Kenaikan Pangkat diajukan paling . _
3 _ _ 4 Rendah Penataan data dan digitalisasi dokumen | Triwulan |
SK Kenaikan Pangkat maupun SK Pensiun kepatuhan belum lengkap lambat 4 bulan sebelum TMT
Pensiun dan Kenaikan Panakat
Kurang cermat dalam
it ih Perhitungan absensi pegawai
Kesalahan dalam penghitungan penggajian o PEngntunga yang rnas? o d _ Ped Melakukan pengembangan aplikasi _
4 _ e Finansial  |manual dengan pemberian ] Sangat Tinggi |dengan pemberian kode _ o Triwulan |
dan tunjangan kinerja , absensi berbasis online
kode-kode sehingga rentan keterlambatan
BrCAr
Terbatasnya Ketersediaan Terbatasnva kut . Melekk i Melakukan penyesuaian jadwal
erbatasnya kuota peserta elakukan penganggaran dengan
a2 |Tidak terlaksananya pengiriman Diklat Reputasi  |anggaran dan/atau belum | Y P 4 Rendah , p 4angd . pelaksanaan kegiatan dengan pihak Triwulan |
o Diklat skala prioritas
ada izin dari pimpinan penvelengoara




R o o Masih rendahnya Melakukan sosialisasi, knordinasi |Meningkatkan komunikasi dan koordinasi
Tidak ditindaklanjutinya pelanggaran disiplin , , ,
B _ Reputasi pemahaman untuk Rendah  [dan evaluasi terhadap penegakan |dalam penanganan kasus pelanggaran | Triwulan |
Bgawai
Ped menindaklanjuti kasus disiplin disiplin
Penetapan Angka Kredit o L ,
L ) ) ) Melakukan knordinasi dengan Melakukan bimbingan teknis dan )
T |Kenaikan jabatan fungsional terlambat Reputasi belum ditetapkan oleh Sedang |, _ , L _ , Triwulan |
_ _ _ instansi pembina sosialisasi dari instansi pembina
instansi pembina
KESaTanan penyusunan
muatan peraturan;
peraturan tidak sesuai .
Pengecekan berjenjang;
dengan kebutuhan
. o Pembahasan rancangan _
Kesalahan penyusunan pembentukan Sistem dan  |organisasi; Hasil , . |Peraturan Sesjen tentang Pembentukan _
8 , Sedang  [Peraturan bersama unit terkait; : , Triwulan |
peraturan prosedur  |Pembentukan tidak . Persesjen dan Kepsesjen
o Pengecekan mandiri oleh
terharmonisasi dan _ _
] o Penyusun; Laporan unit terkait
tersinkronisasi; Peraturan
tidak relevan dengan
M.-ml n_.-.-.l-m.q.-..-..-. _l-...l ...-.-[.:| k
EHEJETEH arsip proc arsip manual disimpan dalam
. - _ hukum tidak terkelola . ‘
Pendokumentasian, publikasi dan penelaahan |  Sistem dan _ bentuk kertas dan excel; Mengoptimalkan pengelolaan dokumentasi | .. .
g dengan baik; Produk hukum Rendah _ _ _ o Triwulan |
Produk Hukum prosedur | o mengelola informasi hukum di -~ |di website JDIH
tidak tersosialisasikan dan : ,
i ) o website JDIH Setjen Wantannas
tidak terinternalisasikan
Layanan MV
Meneliti Laporan Baran
Terjadinya data barang belum teregister , , P y g Koreksi hasil pengadaan melalui SPM dan| Semester
f o ) Operasional Sumber Daya Manusia - Rendah  |Pengguna sebelum Rekonsiliasi
antara Aplikasi Simak BMN dan Saiba _ SP20 [t
pada Simak BMN aaar akurat
meneliti tiap aset yang sudah
diberikan Nomor Kodefikasi aset
Terjadinya kesalahan duplikasi pemberian , _ _ o Dilakukan pengecekan cek fisik dan
2 L Operasional Sumber Daya Manusia - Rendah  [agar tidak terjadi Nomor Urut|, . Bulanan
kodefikasi Nomor Aset inventarisir aset secara berkala
Pendaftaran (NUP) ganda pada
Aset vano sama
Mempersiapkan Anggaran|Berkoordinasi dengan Bagian
Terjadinya Nilai Aset lain lain pada neraca ) Sumber Daya Manusia, Penghapusan  agar  proses|Perencanaan anggaran untuk
3 Kebijakan i - Rendah ) Bulanan
SIMAK BMN yang sangat Besar Sistem dan Prosedur penghapusan aset dapat segera|mengalokasikan anggaran penghapusan
terlaksana aset vana digiukan | Tahun sebelum
Layanan Pengadaan dan Pemeliraraan Kantor
Peraturan Presiden Nomor {6
Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai . Sumber Daya Manusia, Sistem pengedalian internal oleh pimpinan| Triwulan |
| Kebijakan _ - Sedang  |Tahun 2018 tentang Pengadaan
ketentuan Sistem dan Prosedur _ dan staf secara menyeluruh sdlV
Barang/Jasa Pemerintah




Pemeriksaan berkala oleh Pemeriksaan berkala oleh pengawas
2  |Belanja atau pengadaan barang/jasa fikiif Kepatuhan Sumber Daya Manusia - 8 Sedang _ _ HEng Bulanan
pengawas internal internal
Tidak terpenuhi kebutuhan barang keperluan o _ Menyusun rencana kebutuhan | Pengajuan RAB & KAK tahun depan _
3 ] Finansial Sistem dan Prosedur - B Sedang ) . L ) Triwulan |
perkantoran secara maksimal barang sesuai kebutuhan riil dihitung sesuai kebutuhan
| Terjadinya selisih nilai persediaan antara Dograsional Sumber Dava Manusia ) ; Sedan Laporan stock opname dan Laporan rincian barang persediaan Semester
Aplikasi Persediaan, SIMAK BMN dan SAIBA P Y | laporan rekonsiliasi bulanan &
Kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas o Keadaan Kahar (bencana Adanya buku kendali Pengajuan RAB & KAK tahun depan ,
) o , Finansial 8 Sedang , , . , Triwulan |
melebihi dari pagu yang tersedia alam) pemeliharaan kendaraan dinas | dihitung sesuai kebutuhan
Jumlah peserta rapat yang hadir tidak sesuai , Sumber Daya Manusia, Arsip nota dinas permintaan Anggaran disesuaikan dengan jumlah
B ’ o (perasional i - 4 Rendah | Bulanan
dengan jamuan yang disediakan Sistem dan Prosedur jamuan rapat peserta
Sarana dan prasarana untuk menunjang o , dentifikasi kebutuhan sarana dan Pengajuan anggaran sarana dan ,
7 _ _ Finansial Sistem dan Prosedur - B Sedang _ Triwulan |
kegiatan perkantoran belum memadai prasarana prasarana tahun depan sesuai kebutuhan
Cashback / gratifikasi dari pengadaan TWLAL I
8 'g Pend Operasional Sumber Daya Manusia 8 Sedang Reviu PBJ berkala bersama APIP
barang dan jasa. dan IV
Belum terdapat SOP
9 |Administrasi BEM tidak akuntabel Finansial _ P _ 8 Sedang SOP penggunaan Kendaraan Operasional | Juni 2021
pemberian BBM jelas
Lemah dal lih Belum terdapat SOP
p | e pE:.ngawasan fam pemeinaraan Finansial ‘ L{m eroap _ 8 Sedang SOP Pemeliharaan Kendaraan Dinas Juni 2021
kendaraan dinas pemeliharaan yang jelas
Layanan TP
. Instrumen records center Mengajukan anggaran belanja _ Bulan
_ o Kebijakan o . Melakukan penataan sesuai dengan
| |Data arsip sukar di review \naaaran belum di ajukan dalam - 20 Sangat Tinggi |instrument records centre sumber dava van tersedia [kinber
& belanja barang dan jasa denaan skala prioritas pada TA. ya yeng 2021
, Tata Kelola kerasipan belum sesuai dengan Kebiiaken Belum dilaksanakan g Sedan Melakukan knordinasi dengan Melakukan revisi klasifikasi arsip sesuai | Bulan
standar ANRI : kegiatan reviasi tata Kelola Y |instansi Pembina (ANRI) dengan petunjuk ANR April 2021
Memberikan arahan dan
Kinerja staf TU Kedeputian dan Sahli sukar _ _ _ Observasi kinerja Staf TU Kedeputian dan | Bulan
30, (perasaional |Kurangnya respon staf g Sedang  [himbauan agar Program kerja _ _
dinilai , Sahli April 2021
seqera disusun
Memberi arahan dan himbauan
i Data kearsipan dari unsur Kedeputian dan Dograsional |Kurananva respon staf g Sedan kepada TU Kedeputian dan Sahli |Memaksimalkan data kearsipan yg Bulan
sahli kurang lengkap P gnya Tesp d agar Program kerja segera tersimpan di Kelompok TU dan Protokol | April 2021
ﬂisusdun d K/Ld
oordinasi dengan an unit
Efektivitas dan efisiensi layanan surat , Staf Tl Kedeputian dan Caraka dari K/L kurang , J Memaksimalkan kinerja staf dalam Bulan
a ) (perasional } ) ) 4 Rendah  |Setjen Wantannas agar surat ) o )
menyurat kurang efektif Sahli kurang kooperatit | kooperatif , menindaklanjuti surat masuk April 2021
masuk sesuai tanqaal surat




Koordinasi dengan K/L via HP. WA,

Memaksimalkan kinerja staf dalam

Ti K/L terhad t dari Setj Pembatasan tatap muka di Bul
anagapan /% FErtiacap suret cart Sgien Operasional embatasan ftap muka 4 Rendah  [dan Email perihal tanggapan menindaklanjuti dan control terhadap Pan
Wantannas kerap terlambat masa new normal N N April 2021
surat terkirim. surat yang telah terkirim ke K/L
Layanan protocal terhadap pimpinan kuran Bulan Mei
yanan p P pimp g Operasional |Kurangnya Kualitas SOM 12 Sedang  |Koordinasi dengan Sespri Sesjen |Bimbingan Teknis Sistem Protokol

baik
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